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Kata 
Pengantar 

 
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, 

karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, maka Laporan 

Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Donggala Tahun 

2025 telah selesai disusun. Penyampaian Laporan Pelaksanaan 

Kegiatan adalah sebagai salah satu bagian dari kegiatan 

manajemen yaitu sebagai sarana fungsi pengawasan 

(controlling). Artinya laporan sebagai hasil dari penelaahan 

pelaksanaan kegiatan selama periode tertentu dijadikan 

sebagai acuan bahan pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan maupun kebijakan yang akan diambil oleh pimpinan/ penentu kebijakan guna pelaksanaan 

kegiatan periode yang akan datang. Tahapan penyusunan laporan dimulai dari tahapan persiapan 

berupa monitoring yaitu pengumpulan data laporan dan penyelarasan dengan pedoman pelaksanaan 

kegiatan. Tahap selanjutnya adalah dilakukan evaluasi atas data yang masuk termasuk didalamnya 

tantangan dan kendala yang dihadapi dilapangan. Kemudian tahap terakhir adalah penyusunan 

dalam bentuk laporan.  

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Donggala Tahun 2025  ini disusun berdasarkan 

surat dari Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 16516/SEK/OT.6/XII/2025 

Tanggal 30 Desember 2025 Perihal Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025. 

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini, telah dilakukan dengan optimal dan seobyektif 

mungkin, namun disadari masih terdapat kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu diharapkan 

kritik dan saran yang membangun dari semua pihak, untuk kesempurnaan dan peningkatan kinerja 

Pengadilan Negeri Donggala dimasa mendatang. 

Ucapan terima kasih yang tak terhingga disampaikan kepada Tim Penyusun dan semua Warga 

Pengadilan Negeri Donggala yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan laporan ini, serta 

apresiasi yang setinggi tingginya atas kinerja dan dedikasi dalam pelaksanaan tugas demi 

terwujudnya Pengadilan Negeri Donggala yang Agung. Semoga Laporan Pelaksanaan Kegiatan 

tahun 2025 ini dapat menjadi pedoman untuk perbaikan kinerja pada Pengadilan Negeri Donggala 

dimasa mendatang 

 

Donggala, 15 Januari 2025 
              Ketua Pengadilan Negeri Donggala 
 
 
 
 
            Niko Hendra Saragih, S.H.,M.H 

        NIP. 19780721 200502 1 001 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan adalah sebagai salah satu bagian 

dari kegiatan manajemen yaitu sebagai sarana fungsi pengawasan (controlling). 

Artinya laporan sebagai hasil dari penelaahan pelaksanaan kegiatan selama periode 

tertentu dijadikan sebagai acuan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan 

maupun kebijakan yang akan diambil oleh pimpinan/ penentu kebijakan guna 

pelaksanaan kegiatan periode yang akan datang. Tahapan penyusunan laporan 

dimulai dari tahapan persiapan berupa monitoring yaitu pengumpulan data laporan 

dan penyelarasan dengan pedoman pelaksanaan kegiatan. Tahap selanjutnya 

adalah dilakukan evaluasi atas data yang masuk termasuk didalamnya tantangan 

dan kendala yang dihadapi dilapangan. Kemudian tahap terakhir adalah penyusunan 

dalam bentuk laporan. 

Pengadilan Negeri Donggala sebagai salah satu lembaga peradilan yang berada 

di bawah wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, yang juga berada 

dibawah lingkungan Peradilan Umum pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. 

Pengadilan Negeri Donggala mempunyai tugas menerima, memeriksa, mengadili 

dan memutus suatu perkara yang diterimanya. Untuk itu, Pengadilan Negeri 

Donggala harus mampu memberikan rasa keadilan kepada masyarakat pencari 

keadilan. Selain itu Pengadilan Negeri Donggala harus memberikan akses kepada 

masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan proses 

persidangan, penjatuhan putusan dan penentuan biaya perkara serta menyampaikan 

salinan putusan kepada para pihak. 

Pengadilan Negeri Donggala berdiri sejak tahun 2005, terletak di Kecamatan 

Banawa,  Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Pengadilan Negeri 

Donggala yang dibentuk berdasarkan Pasal 7 Undang – Undang  No 8 Tahun 2004 

mempunyai 2 (dua) wilayah hukum yaitu  Kabupaten Donggala dengan luas wilayah 

sebesar 5.275,69 km2 serta Kabupaten Sigi dengan luas sebesar 5.196,02 

km2.Kabupaten Donggala merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi 

Tengah yang beribukota di Kecamatan Banawa, yang secara administratif, daerah 

ini terbagi menjadi 16 Kecamatan yakni Kecamatan Rio Pakava, Kecamatan 

Pinembani, Kecamatan Banawa, Kecamatan Banawa Selatan, Kecamatan Banawa 

Tengah, Kecamatan Labuan, Kecamatan Tanantovea, Kecamatan Sindue, 

Kecamatan Sindue Tambusabora, Kecamatan Sindue Tobata, Kecamatan Sirenja, 

Kecamatan Balaesang, Kecamatan Balaesang Tanjung, Kecamatan Damsol, 
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Kecamatan Sojol, dan Kecamatan Sojol Utara, dan 166 desa/Kelurahan. 

Pada awalnya wilayah kekuasaan hukum Pengadilan Negeri Donggala hanya 

berada di Kabupaten Donggala, namun setelah disahkannya Undang – Undang No. 

27 tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Sigi, wilayah hukum Pengadilan 

Negeri Donggala terbagi menjadi 2 (dua) yaitu Kabupaten Donggala dan Kabupaten 

Sigi. Kabupaten Sigi adalah sebuah kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah, 

Indonesia. Ibukotanya adalah Bora yang berada di Kecamatan Sigi Biromaru. 

Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 yang 

merupakan pemekaran dari Kabupaten Donggala. Kabupaten Sigi berbatasan 

langsung dengan Kabupaten Donggala dan Kota Palu di sebelah Utara, Kabupaten 

Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan di sebelah Selatan, kemudian Kabupaten 

Mamuju dan Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Barat dan Kabupaten Donggala di 

sebelah Barat dan Kabupaten Poso dan Kabupaten Parigi Moutong di sebelah Timur 

terdiri atas 15 kecamatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

                Gambar 1.1 Peta Kabupaten Donggala 
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                  Gambar 1.2 Peta Kabupaten Sigi 

 

B. Kebijakan Umum Peradilan 

Pada era reformasi lembaga peradilan dituntut lebih transparan dan profesional 

dibidang hukum, dengan perbaikan-perbaikan di segala bidang yang dilakukan oleh 

Mahkamah Agung RI diharapkan lembaga peradilan dimata mayarakat umum tidak 

lagi menakutkan, akan tetapi menjadikan pelindung dan pengayom masyarat dalam 

mencari keadilan. Oleh karena itu Pengadilan Negeri Donggala telah melaksanakan 

serangkaian kebijakan yang merupakan upaya tindak lanjut dari kebijakan umum 

yang telah dicanangkan dan diperintahkan oleh Mahkamah Agung Republik 

Indonesia. Pengadilan Negeri Donggala sebagai salah satu satuan kerja di bawah 

naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia mempunyai posisi dan peran yang 

strategis di bidang kekuasaan kehakiman karena dituntut untuk menunjukan 

kemampuannya mewujudkan organisasi lembaga yang profesional, efektif, efisien, 

transparan dan akuntabel. 

Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Negeri Donggala dalam 

melaksanakan tugas-tugasnya perlu didukung oleh sarana dan prasarana yang 

memadai serta sumber daya manusia yang handal, profesional, dan terampil, agar 
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sistem Administrasi dan prosedur  peradilan dapat berjalan sesuai dengan visi dan 

misinya. Sesuai dengan Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035 diperlukan usaha 

untuk mewujudkan sebuah Badan Peradilan yang Agung dengan: 

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif dan 

berkeadilan. 

2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang 

dialokasikan secara proporsional dalam APBN.  

3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas 

dan terukur. 

4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang 

sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional. 

5. Mengelola sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja 

yang aman, nyaman dan kondusif bagi penyelenggara peradilan. 

6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan 

kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan 

profesional. 

7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi dan 

jalannya peradilan. 

8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima. 

9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan 

transparansi. 

10. Modern dengan berbasis Teknologi Informasi terpadu.  

Dalam mewujudkan usaha-usaha tersebut diatas, Pengadilan Negeri Donggala 

telah melaksanakan beberapa program yaitu : 

1. Program Keterbukaan Informasi di Pengadilan 

a. Website Pengadilan Negeri Donggala 

Dengan adanya SK KMA 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Pedoman 

Pelayanan Informasi di Pengadilan, maka Pengadilan Negeri Donggala telah 

memiliki website yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat dengan 

alamat : www.pn-donggala.go.id dimana website tersebut memberikan 

infromasi kepada masyarakat pencari keadilan secara aktual dan akurat 

b. Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) 

SIPP di Pengadilan Negeri Donggala juga telah disinkronisasikan dengan 

Website Pengadilan Negeri Donggala, sehingga masyarakat pencari 

keadilan dapat mengakses untuk mencari informasi perkara yang sedang 

berjalan secara langsung. 

 

http://www.pn-donggala.go.id/
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c. E-Court Mahkamah Agung RI 

Mahkamah Agung RI sebagai salah satu pelaksana fungsi yudikatif telah 

membuat inovasi-inovasi guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat 

pencari keadilan, salah satunya aplikasi E-Court. Keunggulan dari E-Court 

adalah adanya fasilitas e-filling (pendaftaran secara online), e-payment 

(pembayaran perkara secara online), e-summon (pemanggilan secara 

online) dan e-litigasi (persidangan secara online).  

2. Program Penyelesaian Perkara 

Selama tahun 2022 upaya percepatan penanganan perkara di Pengadilan 

Negeri Donggala terus menerus dilakukan. Surat Edaran Mahkamah Agung 

Nomor 2 Tahun 2014 masih menjadi acuan dalam penyelesaian perkara, yaitu 

penyelesaian perkara tingkat pertama paling lambat 5 bulan. Untuk 

mendukung tercapainya percepatan penanganan perkara di Pengadilan 

Negeri Donggala, saat ini Ketua Pengadilan Negeri Donggala masih 

menggunakan kebijakan diantaranya : 

a. Mengipmlementasikan “One day One Service”  adalah layanan 1 hari 

layanan untuk Kepaniteraan Pidana, Perdata dan Kepaniteraan 

hukum,sebagai langkah meningkatkan layanan pada PTSP. 

b. Memastikan kesiapan konsep putusan dan berita acara sebelum putusan 

dibacakan. 

c. Optimalisasi pelaksanaan sidang sesuai jadwal yang ditentukan dalam 

court kalender. 

d. Meningkatkan kepatuhan pegawai dalam pengisian data dan dokumen 

pada SIPP. 

e. Mengimplementasikan administrasi perkara secara elektronik ( e-Court dan 

e-Litigasi ). 

f. Meningkatkan kualitas layanan publik melalui meja PTSP. 

3. Program Pengembangan Sistem Peradilan yang Akuntabel dan 

Transparan. 

Pada program ini Pengadilan Negeri Donggala dan beberapa peradilan yang 

ada dibawahnya telah memiliki Pelayanan Meja Informasi dan Pengaduan 

yang berada dibawah tanggung jawab kepaniteraan hukum sehingga terwujud 

peradilan yang akuntabel dan transparan. 

4. Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 

Salah satu program pemerintah guna meningkatkan pelayanan kepada 

masyarakat adalah Pelayanan Terpadu Satu Pintu (One Gate Integrated 

Service), maka Pengadilan Negeri Donggala telah melaksanakan program ini 
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untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan yang 

cepat, mudah, transparan, terukur dan terjangkau 

5. Pengawasan Rutin / Reguler 

Pengadilan Negeri Donggala terus melaksanakan pengawasan rutin/regular, 

yang dilaksanakan oleh hakim pengawas bidang terhadap bagian kepaniteraan 

maupun bagian kesekretariatan yang berpedoman pada Surat Keputusan 

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 

tanggal 24 Agustus 2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di 

Lingkungan Lembaga Peradilan. Pengawasan rutin/regular dilakukan dengan 

cara pemeriksaan secara lengkap dan menyeluruh terhadap semua aspek 

pada bagian-bagian oleh Hakim Pengawas Bidang setiap bulan dan 

selanjutnya memberikan hasil pengawasan kepada Ketua Koordinator 

Pengawasan dimana hasil dari laporan pengawasan tersebut dijadikan bahan 

dalam rapat dinas bulanan yang rutin setiap bulan dilaksanakan oleh 

Pengadilan Negeri Donggala. 

 

C. Visi Dan Misi 

Visi Adalah suatu Gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang 

diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengailan Negeri 

Donggala. Visi Pengadilan Negeri Donggala mengacu pada Visi Mahkamah Agung 

Republik Indonesia adalah sebagai berikut : 

 

 

 

Sedangkan Misi adalah sesuatu yang harus di emban atau dilaksanakan sesuai 

visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan 

baik. Pengadilan Negeri Donggala menetapkan Misi yang menggambarkan hal yang 

harus dilaksanakan, yaitu : 

a. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Donggala. 

b. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan bagi pencari keadilan. 

c. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Negeri Donggala. 

d. Meningkatkan Kredibilitas, Transparansi dan Akuntabilitas Peradilan. 

 

D. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi Pengadilan Negeri Donggala telah ditetapkan oleh Mahkamah 

Agung Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 

tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan. 

Terwujudnya Pengadilan Negeri Donggala yang Agung 
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Sebagaimana tercantum dalam Perma tersebut, suatu Pengadilan dipimpin oleh 

Ketua Pengadilan didampingi oleh Wakil Ketua Pengadilan. Guna tertib dan 

lancarnya pelaksanaan administrasi di Pengadilan, maka ditunjuklah seorang 

Panitera yang menangani administrasi perkara dan seorang Sekretaris yang 

menangani administrasi umum disuatu Pengadilan. Lebih lanjut mengenai struktur 

organisasi Pengadilan Negeri Donggala dapat dilihat dalam bagan berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.3 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Donggala 

 

PERMA Nomor 2 Tahun 2020 Tentang : Perubahan ketiga atas peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Orgainsasi dan Tata Kerja 

Kepaniteraan Kesekretariatan Peradilan disebutkan Struktur Organisasi Pengadilan 

Negeri Donggala “Ketua Pengadilan sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung 

jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan”. Dalam Pasal 2 

disebutkan bahwa "Kepaniteraan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara yang 

dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Ketua Pengadilan.” Dalam Pasal 4 disebutkan bahwa "Kesekretariatan 

Peradilan adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan 

fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan.” 

Berdasarkan Perma Nomor 2 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi tersebut,  

Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Donggala terdiri dari : 

1. Kepaniteraan Muda Hukum. 
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2. Kepaniteraan Muda Pidana. 

3. Kepaniteraan Muda Perdata. 

Ketiga Kepaniteraan tersebut diatas bertanggung jawab kepada Panitera. Selain 

itu dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi keperkaraan dilaksanakan oleh 

Panitera Pengganti & Jurusita yang bertanggung jawab langsung kepada Panitera. 

Selanjutnya dalam Pasal 4 disebutkan bahwa "Kesekretariatan Peradilan adalah 

aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan”. 

Bagian Kesekretariatan yang dibawahi oleh Sekretaris yang terdiri dari 3 (tiga) 

Kepala Sub Bagian yaitu : Kasubag Perencanaan IT dan Pelaporan, Kasubag Umum 

dan Keuangan dan Kasubag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana. Selain itu 

ada Jabatan Fungsional Arsiparis, Pustakawan, Pranata Komputer, Bendahara yang 

bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris. 

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi tiap unsur pada bagan struktur organisasi 

Pengadilan Negeri Donggala sesuai dengan Peraturan Mahakamah Agung RI 

Nomor 2 Tahun 2020 adalah sebagai berikut : 

1. Tugas Pokok 

Badan peradilan adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan 

berdasarkan Pancasila. Tugas pokok badan peradilan termasuk di dalamnya 

Pengadilan Negeri Donggala berdasarkan Undang- Undang Nomor 2 tahun 

1986 tentang Peradilan Umum yaitu bertugas dan berwenang memeriksa, 

memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata pada 

tingkat pertama. Bahwa selain tugas pokok tersebut Pengadilan Negeri 

Donggala juga dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat 

tentang hukum kepada Instansi Pemerintah di daerahnya apabila diminta. 

Mengingat luas lingkup tugas dan beban pekerjaan yang harus dilaksanakan 

oleh Pengadilan Negeri Donggala, maka dalam hal penyelenggaraan 

administrasi pengadilan, oleh undang - undang dibedakan menurut jenisnya 

ke dalam administrasi kepaniteraan dan administrasi sekretariat. Hal ini 

diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan mahkamah Agung RI Nomor 2 

Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan 

Kesekretariatan Peradilan, dimana untuk administrasi Kepaniteraan dibawahi 

oleh Panitera dan administrasi Kesekretariatan dibawahi oleh Sekretaris.  

Dilingkungan Peradilan Umum, penyelenggaraan peradilan dilaksanakan oleh 

Pengadilan Negeri sebagai peradilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi 

sebagai peradilan tingkat banding yang didukung oleh unit kepaniteraan dan 



 
 

 9 
 

kesekretariatan guna menunjang kelancaran tugas, sesuai dengan bidangnya 

yaitu pelaksanaan tugas pokok badan peradilan dalam hal menerima, 

memeriksa, mengadili perkara perdata, perkara pidana. Badan peradilan 

selain menyangkut tugas di  bidang proses peradilan, menyangkut pula tugas-

tugas yang menjadi tanggung jawab Kepaniteraan, yakni hal-hal yang 

berkaitan dengan pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku 

daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat berharga, barang 

bukti dan surat-surat lainnya, dan harus disimpan di kepaniteraan. 

2. Fungsi 

Pengadilan Negeri Donggala sebagai salah satu pelaku kekuasaan 

Kehakiman mempunyai fungsi pokok yang terurai dan tertuang dalam 

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 yaitu menerima,mengadili dan 

menyelesaikan setiap perkara di tingkat pertama serta tugas lain yang 

ditentukan oleh undang-undang. Adapun fungsi pokok Pengadilan Negeri 

Donggala mempunyai fungsi sebagai berikut : 

a. Fungsi Peradilan (Judicial Power), yakni memeriksa dan mengadili 

perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Donggala. 

b. Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan baik menyangkut 

teknik yudisial, administrasi pengadilan , administrasi umum, 

perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan. 

c. Fungsi Pengawasan, yakni melakukan pengawasan atas pelaksanaan 

tugas Hakim, Panitera/ Sekretaris, Panitera Pengganti, Jurusita/ Jurusita 

Pengganti dan melakukan pengawasan atas bidang-bidang yang ada di 

Pengadilan Negeri Donggala serta pengawasan terhadap administrasi 

perkara, administrasi umum serta pembangunan 

d. Fungsi Mengatur, yakni mengatur lebih lanjut atas hal-hal yang diperlukan 

bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan di wilayahnya, apabila dalam 

teknis terdapat hal-hal yang belum cukup diatur baik dalam undang-

undang maupun peraturan lainnya. 

e. Fungsi Administratif, yakni menyelenggarakan administrasi umum, 

keuangan dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan 

tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan. 

Pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya peradilan dengan 

baik dan menjaga terpeliharanya citra dan wibawa pengadilan. Hal tersebut akan 

terwujud bila didukung oleh kemauan dan kehendak baik dari pimpinan unit 

struktural dan pejabat peradilan dibawahnya. 

Agar dapat melaksanakan tugas-tugas kepemimpinan dengan baik, perlu 
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diperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

a. Ketua dan Wakil Ketua bersama-sama memimpin dan bertanggung jawab atas 

terselenggaranya tugas pengadilan secara baik dan benar.  

b. Membuat : 

• Perencanaan (planning programming) dan pengorganisasian (organizing). 

• Pelaksanaan (implementation dan executing). 

• Pengawasan (evalution dan controlling). 

c. Melaksanakan pembagian tugas antar Ketua dan Wakil serta bekerja sama 

dengan baik. 

d. Membagi dan menetapkan tugas tanggung jawab secara jelas dalam rangka 

mewujudkan keserasian dan kerja sama antara sesama pejabat/ petugas yang 

bersangkutan. 

e. Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi keuangan 

rutin dan pembangunan. 

f. Melaksanakan pertemuan berkala sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan 

dengan para Hakim serta pejabat struktural, dan sekurang- kurangnya sekali 

dalam tiga bulan dengan seluruh karyawan. 

g. Membuat/ menyusun data tentang putusan-putusan perkara yang penting. 

h. Memerintahkan, memimpin dan mengawasi eksekusi sesuai ketentuan yang 

berlaku. 

i. Mengaktifkan Majelis Kehormatan Hakim. 

j. Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberi 

petunjuk serta bimbingan yang di perlukan, baik bagi para Hakim maupun 

suluruh karyawan. 

k. Melakukan pembinaan dan pengawasan. 

l. Melakukan evaluasi atas hasil pengawasan dan memberikan penilaian untuk 

kepentingan peningkatan jabatan. 

m. Menyiapkan kader (kaderisasi) dalam rangka menghadapi alih generasi. 

n. Melakukan pembinaan terhadap organisasi KORPRI, Dharma Yukti Kartini, 

IKAHI, Koperasi dan PTWP. 

o. Melakukan koordinasi antar sesama instansi di lingkungan penegak hukum dan 

kerjasama dengan instansi-instansi lain serta dapat memberikan keterangan, 

pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di 

daerahnya apabila diminta. 

p. Memperhatikan keluhan-keluhan yang timbul dari masyarakat dan 

menanggapinya bila dipandang perlu. 

Berdasarkan uraian di atas, maka seluruh unsur pimpinan harus memperhatikan 
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uraian tugas (job description) masing-masing yang diberikan kepadanya 

sebagaimana yang diuraikan sebagai berikut : 

1. Tugas dan Wewenang Ketua Pengadilan Negeri 

Secara umum adalah membina, mengkoordinasi dan memimpin penyelenggaraan 

tugas bidang teknis dan administrasi pengadilan (administrasi perkara dan 

kesekretariatan) serta tugas atau kewenangan lain yang diatur oleh 

peraturan/perundang-undangan yang berlaku. 

2. Tugas dan Wewenang Wakil Ketua Pengadilan Negeri 

a. Membantu Ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka 

panjang. 

b. Menandatangani Surat Izin / persetujuan Sita, Izin / persetujuan 

penggeledahan. 

c. Koordinator pengawasan dan pengaduan, serta tugas atau kewenangan lain 

yang didelegasikan Ketua Pengadilan Negeri kepada Wakil Ketua Pengadilan 

Negeri. 

3. Tugas Hakim 

a. Menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara yang ditetapkan 

kepadanya. 

b. Melakukan pengawasan bidang sesuai Surat Keputusan Penunjukkan yang 

dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri. 

c. Pelimpahan tugas atau wewenang Ketua Pengadilan Negeri lain yang diatur 

oleh peraturan/perundang-undangan yang berlaku. 

4. Tugas Panitera 

Tugas Pokok Panitera sesuai dengan PERMA No. 2 Tahun 2020 adalah 

melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara 

serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.Dalam 

melaksanakan tugas pokok tersebut Kepaniteraan Pengadilan Negeri 

menyelenggarakan fungsi pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan 

pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis, pelaksanaan 

pengelolaan administrasi perkara Pidana dan Perkara Perdata, pelaksanaan 

administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang 

ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi 

dan administrasi kepaniteraan, pembinaan teknis kepaniteraan dan pelaksanaan 

fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Dalam melaksanakan 

tugasnya, Panitera Pengadilan Negeri Donggala dibantu oleh 3 (tiga) Panitera 

Muda yaitu : 

a. Panitera Muda Perdata. 
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b. Panitera Muda Pidana. 

c. Panitera Muda Hukum 

5. Tugas Panitera Muda Perdata 

Panitera Muda Perdata mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di 

bidang perdata dan tugas lain berdasarkan peraturan yang berlaku. Dalam 

melaksanakan tugasnya Panitera Muda Perdata menyelenggarakan fungsi : 

a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara 

perdata. 

b. Pelaksanaan registrasi perkara. 

c. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada 

Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari 

Ketua Pengadilan Negeri. 

d. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan 

diminutasi. 

e. Menerima dan melaksanakan pendaftaran perkara perdata menggunakan 

alikasi e-Court. 

f. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum 

tetap kepada Panitera Muda Hukum. 

g. Tugas atau kewenangan lain yang diatur oleh peraturan dan perundang-

undangan yang berlaku. 

6. Tugas Panitera Muda Pidana 

Panitera Muda Pidana mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara  di 

bidang pidana. Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Muda Pidana 

menyelenggarakan fungsi : 

a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara 

pidana. 

b. Pelaksanaan registrasi perkara. 

c. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada 

Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari 

Ketua Pengadilan Negeri. 

d. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan 

diminutasi. 

e. Menerima dan melaksanakan pelimpahan perkara pidana menggunakan 

aplikasi e-berpadu. 

f. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum 

tetap kepada Panitera Muda Hukum. 
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g. Tugas atau kewenangan lain yang diatur oleh peraturan dan perundang-

undangan yang berlaku. 

7. Tugas Panitera Muda Hukum 

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, 

pengolahan, dan penyajian data perkara, kehumasan, penataan arsip perkara 

serta pelaporan. Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Muda Hukum 

menyelenggarakan fungsi : 

a. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara. 

b. Pelaksanaan penyajian statistik perkara. 

c. Pelasanaan penyusunan dan pengiriman laporan perkara; 

d. Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara; 

e. Menerima berkas perkara yang telah diminutasi. 

f. Menerima perkara yang telah berkekuatan hukum tetap 

g. Membuat laporan bulanan, tiga bulanan, enam bulanan 

h. Menyelenggarakan administrasi informasi dan pengaduan. 

i. Menyelenggarakan administrasi pengambilan sumpah advokat. 

j. Melaksanakan kerja sama dan pengawasan pelaksanaan POSBAKUM pada 

Pengadilan Negeri Donggala. 

k. Tugas atau kewenangan lain yang diatur oleh peraturan dan perundang-

undangan yang berlaku. 

8. Tugas Panitera Pengganti 

Panitera Pengganti mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan 

mencatat jalannya sidang pengadilan, bertugas membantu Hakim dalam hal : 

a. Menerima berkas perkara dari Ketua Majelis untuk didistribusikan kepada 

Hakim anggota. 

b. Mengetik putusan dan berita acara persidangan. 

c. Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Pidana dan Perdata. 

d. Tugas atau kewenangan lain yang diatur oleh peraturan dan perundang-

undangan yang berlaku. 

9. Tugas Jurusita antara lain: 

a. Sebagai koordinator dari para Juru Sita Pengganti. 

b. Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan, Ketua 

Majelis dan Panitera atau Panitera Pengganti. 

c. Membantu Majelis Hakim dalam upaya mewujudkan proses pemeriksaan dan 

mengadili secara seksama, cepat dan biaya ringan sesuai hukum acara. 
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d. Melaksanakan tugas kejurusitaan antara lain : Pemanggilan terhadap para 

pihak yang berperkara, Saksi-saksi Ahli, pemanggilan untuk tegoran, 

pemanggilan untuk persidangan, pengucapan ikrar thalak dan penyitaan. 

e. Menyampaikan pemberitahuan isi putusan, Banding, Kasasi dan atau 

Peninjauan Kembali. 

f. Menjalankan Penetapan Sita dan Putusan Hakim (Eksekusi). 

g. Membuat berita iklan/Pengumuman panggilan umum bagi pihak tergugat yang 

tidak hadir di persidangan dan Pelelangan Putusan atas sengketa. 

h. Mengkordinir, mendistribusikan dan melaksanakan panggilan bantuan dari luar 

wilayah Pengadilan Negeri Donggala. 

i. Mencatat register permohonan, Penyitaan barang bergerak dan tidak bergerak 

serta Eksekusi 

j. Membantu mengetik permohonan gugatan, P3HP dan keterangan waris 

k. Melaksanakan tugas lain yang diatur oleh peraturan dan perundang-undangan 

yang berlaku. 

10. Tugas Sekretaris 

Tupoksi Sekretaris adalah melaksanakan/menyelenggarakan administrasi 

kesekretariatan yang meliputi penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan 

program dan anggaran, pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata 

laksana, pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik, pelaksanaan 

surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, 

hubungan masyarakat dan perpustakaan, serta penyiapan bahan pelaksanaan 

pemantauan, evaluasi dan dokumentasi. 

Dalam melaksanakan tugasnya sekretaris dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Sub Bagian 

yaitu : Kasubag Perencanaan IT & Pelaporan, Kasubag Umum dan Keuangan  dan 

Kasubag Kepegawaian Organisasi dan Tatalaksana. Selain itu ada Jabatan 

Fungsional Arsiparis, Pustakawan, Pranata Komputer, Bendahara yang 

bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris. 

11. Tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan 

a. Perencanaan: 

- Menyusun rencana strategis (renstra) dan rencana kerja tahunan (RKT). 

- Menyusun rencana anggaran (RKA-KL) dan dokumen pelaksanaan 

anggaran (DIPA). 

- Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan. 

- Menyiapkan data pendukung perencanaan dan penganggaran.  

b. Teknologi Informasi: 

- Mengelola dan memelihara infrastruktur IT, termasuk server dan jaringan. 
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- Mengelola aplikasi yang digunakan di pengadilan, seperti SIPP (Sistem 

Informasi Penelusuran Perkara). 

- Melakukan sinkronisasi data antar aplikasi dan backup data. 

- Melakukan pemeliharaan dan update aplikasi. 

- Mengelola website pengadilan dan memastikan informasi terbarukan 

c. Pelaporan 

- Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

- Menyusun Laporan Tahunan. 

- Menyusun lapoarn realisasi anggaran 

- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan 

perundagan undangan. 

12. Tugas Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana 

a. Kepegawaian : 

- Menyusun rencana kebutuhan pegawai. 

- Melakukan penatausahaan kepegawaian (misalnya, kenaikan pangkat, 

gaji berkala, cuti, mutasi).  

- Mengelola data kepegawaian dan sistem informasi kepegawaian.  

- Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan pegawai.  

- Menangani administrasi disiplin pegawai.  

- Memfasilitasi pelaksanaan upacara pelantikan dan pengambilan sumpah 

b. Organisasi : 

- Menyusun Struktur Organisasi 

- Melakukan analisis jabatan 

- Menyusun kebijakan terkait organisasi 

- Melakukan pembinaan dan penataan organisasi 

c. Urusan Tata Laksana : 

- Menyusun prosedur kerja dan standar operasional prosedur (SOP) 

- Melakukan evaluasi dan perbaikan tata laksana 

- Mengembangkan sistem dan teknologi informasi tata laksana 

- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan 

perundagan undangan. 

13. Tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan 

a. Administrasi umum : 

- Menerima dan mencatat surat masuk dan keluar. 

- Mengelola arsip surat masuk dan keluar. 

- Mengelola perpustakaan dan administrasi perlengkapan kantor. 

- Menangani urusan rumah tangga dan keamanan kantor. 
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- Mengatur keprotokolan dan hubungan masyarakat. 

- Melakukan perawatan dan pemeliharaan gedung dan kendaraan dinas.  

b. Administrasi keuangan : 

- Menyusun anggaran, pembukuan, dan laporan keuangan. 

- Melaksanakan pengelolaan keuangan, termasuk verifikasi dan 

pertanggungjawaban. 

- Mengelola penerimaan dan pengeluaran kas. 

- Melakukan penatausahaan barang milik daerah (BMN). 

- Menyusun laporan keuangan dan pertanggungjawaban.  

c. Pengelolaan aset : 

Mengelola aset tetap dan persediaan, Melakukan opname fisik aset dan 

persediaan, Mengurus penghapusan aset, Menyusun laporan semesteran 

BMN dan persediaan, Melakukan rekonsiliasi data aset. Serta melaksanakan 

tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundagan 

undangan. 

E. Rencana Strategis 

Untuk mewujudkan visi dan misi diatas perlu adanya suatu perencanaan 

Strategis di Pengadilan Negeri Donggala yang terfokus pada pelaksanaan 

peradilan tingkat pertama secara efektif, sesuai tuntutan perkembangan jaman, 

kualitas hukum dan masyarakat pencari keadilan yang semakin hari semakin 

kompleks dan semakin tinggi kualitasnya. Sehingga terbentuk suatu manajemen 

peradilan yang baik, dengan memperhitungkan tujuan, sasaran atau variabel yang 

dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.Tujuan yang 

ditetapkan ini adalah: 

a. Terciptanya fungsi kekuasaaan kehakiman secara independen, efektif dan 

berkeadilan. 

b. Terciptanya pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang 

dialokasikan secara proporsional dalam APBN. 

c. Terciptanya struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang 

jelas dan terukur. 

d. Terciptanya menajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, 

cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional. 

e. Tersedianya / terpenuhi sarana dan prasarana guna menunjang pelaksanaa 

tugas operasional terhadap sistem pelayanan publik yang adil, transaparan 

dan akuntabel. 

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan 

dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun ke depan yaitu dari tahun 2025 
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sampai tahun 2029. Adapun sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri 

Donggala adalah 

a. Peningkatan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu dan 

akuntabel. 

b. Peningkatan tertib administrasi perkara sesuai dengan ketentuan Bindalmin. 

c. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim. 

d. Peningkatan kualitas pengawasan. 

e. Peningkatan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice). 

f. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana. 

Berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi yang dipaparkan diatas, maka Pengadilan 

Negeri Donggala menetapkan Program Kerja yang meliputi seluruh kegiatan disertai 

jadwal dan target yang akan dicapai serta disesuaikan dengan DIPA tahun 

berjalan,antara lain : 

a. Manajemen Pengadilan 

b. Administrasi Perkara 

c. Administrasi Umum 

d. Administrasi Keuangan 

e. Kinerja Pelayanan Publik 

f. Pelaksanaan Pengandaan Barang dan Jasa Teknologi Informasi dan Informasi 

Publik Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengadilan.  
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GRAFIK PERKARA PIDANA 
PENGADILAN NEGERI  DONGGALA

BAB II 

KEADAAN PERKARA 

 

A. KEADAAN PERKARA DI PENGADILAN NEGERI DONGGALA 

1. Keadaan Perkara di Tingkat Pertama 

Selama periode tahun 2025, Pengadilan Negeri Donggala sesuai dengan tugas 

pokok dan fungsinya, telah meneriman perkara yang masuk ke Pengadilan. 

Adapun keadaan perkara pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Donggala pada 

tahun 2025 adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2.1 Tabel keadan keseluruhan perkara tahun 2025 

a. Perkara Pidana 

Dari tabel rekapitulasi perkara  yang masuk ke Pengadilan Negeri Donggala  

pada tahun 2025 diatas, berikut fluktuasi perkara Pidana  dapat dilihat pada 

grafik dibawah berupa perkara pada 3 (tiga) tahun terakhir yaitu 2023, 2024, 

dan 2025. 

 

 

 

  

 

 

  

  

 

 

 

Gambar  2.1 Grafik Perkara Pidana selama 3 (tiga) tahun 

No Jenis Perkara Sisa Tahun 
Lalu 

Masuk 
Tahun 2025 

Putus Tahun 
2025 

Sisa Tahun 
2025 

1. PIDANA 
Biasa 62 365 365 62 

Singkat 0 0 0 0 

Cepat 0 5 5 0 

Lalu Lintas 0 230 230 0 

Anak 0 10 10 0 

Pra Peradilan 0 7 7 0 

2. PERDATA 
Gugatan 15 71 69 17 

Permohonan 0 15 15 0 

Gugatan Sederhana 0 9 9 0 

Jumlah  
712 710 
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a.1 Perkara Pidana Biasa 

Rekapitulasi perkara pidana Biasa yang masuk pada Pengadilan Negeri 

Donggala pada tahun 2025 yaitu sebagai berikut : 

 

Bulan Sisa Tahun 
Lalu 

Masuk Tahun 
2025 

Putus Tahun 
2025 

Sisa Tahun 
2025 

a b c d e ((b+c)-d) 

Januari 62 20 24 58 

Februari 58 28 25 61 

Maret 61 20 29 52 

April 52 27 22 57 

Mei 57 22 23 56 

Juni 56 49 27 78 

Juli 78 45 57 66 

Agustus 66 22 19 69 

September 69 26 48 47 

Oktober 47 53 21 79 

November 79 27 34 72 

Desember 72 26 36 62 

Jumlah 62 365 365 62 
  

Tabel 2.2 Tabel rekapitulasi keadan perkara pidana Biasa tahun 2025 

 

a.2 Perkara Pidana Singkat 

Rekapitulasi perkara pidana singkat yang masuk pada Pengadilan 

Negeri Donggala pada tahun 2025 yaitu sebagai berikut : 

 

Bulan Sisa Tahun 
Lalu 

Masuk Tahun 
2025 

Putus Tahun 
2025 

Sisa Tahun 
2025 

a b c d e ((b+c)-d) 

Januari 0 0 0 0 

Februari 0 0 0 0 

Maret 0 0 0 0 

April 0 0 0 0 

Mei 0 0 0 0 

Juni 0 0 0 0 

Juli 0 0 0 0 

Agustus 0 0 0 0 

September 0 0 0 0 

Oktober 0 0 0 0 

November 0 0 0 0 

Desember 0 0 0 0 

Jumlah 0 0 0 0 

 

Tabel 2.3 Tabel rekapitulasi keadan perkara pidana singkat tahun 2025 
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a.3 Perkara Pidana Cepat 

Rekapitulasi perkara pidana cepat yang masuk pada Pengadilan Negeri 

Donggala pada tahun 2025 yaitu sebagai berikut : 

 

Bulan Sisa Tahun 
Lalu 

Masuk Tahun 
2025 

Putus Tahun 
2025 

Sisa Tahun 
2025 

a b c d e ((b+c)-d) 

Januari 0 0 0 0 

Februari 0 0 0 0 

Maret 0 2 2 0 

April 0 0 0 0 

Mei 0 0 0 0 

Juni 0 0 0 0 

Juli 0 2 2 0 

Agustus 0 1 1 0 

September 0 0 0 0 

Oktober 0 0 0 0 

November 0 0 0 0 

Desember 0 0 0 0 

Jumlah 0 5 5 0 

 

Tabel 2.4 Tabel rekapitulasi keadan perkara pidana cepat tahun 2025 

 

a.4 Perkara Pidana Lalu Lintas 

Rekapitulasi perkara pidana Lalu Lintas yang masuk pada Pengadilan 

Negeri Donggala pada tahun 2025 yaitu sebagai berikut : 

Bulan Sisa Tahun 
Lalu 

Masuk Tahun 
2025 

Putus Tahun 
2025 

Sisa Tahun 
2025 

a b c d e ((b+c)-d) 

Januari 0 6 6 0 

Februari 0 115 115 0 

Maret 0 19 19 0 

April 0 12 12 0 

Mei 0 24 24 0 

Juni 0 0 0 0 

Juli 0 6 6 0 

Agustus 0 33 33 0 

September 0 15 15 0 

Oktober 0 0 0 0 

November 0 0 0 0 

Desember 0 0 0 0 

Jumlah 0 0 0 0 

 

      Tabel 2.5 Tabel rekapitulasi keadan perkara pidana lalu lintas tahun 2025 
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a.5 Perkara Pidana anak 

Rekapitulasi perkara pidana Anak yang masuk pada Pengadilan Negeri 

Donggala pada tahun 2025 yaitu sebagai berikut : 

Bulan Sisa Tahun 
Lalu 

Masuk Tahun 
2025 

Putus Tahun 
2025 

Sisa Tahun 
2025 

a b c d e ((b+c)-d) 

Januari 0 0 0 0 

Februari 0 0 0 0 

Maret 0 1 1 0 

April 0 0 0 0 

Mei 0 0 0 0 

Juni 0 2 0 2 

Juli 2 0 2 0 

Agustus 0 3 3 0 

September 0 0 0 0 

Oktober 0 4 4 0 

November 0 0 0 0 

Desember 0 0 0 0 

Jumlah 0 10 10 0 

 

                      Tabel 2.5 Tabel rekapitulasi keadan perkara pidana Anak tahun 2025 

 

a.6 Perkara Pidana Pra Peradilan 

Rekapitulasi perkara pidana Pra Peradilan yang masuk pada Pengadilan 

Negeri Donggala pada tahun 2025 yaitu sebagai berikut : 

Bulan Sisa Tahun 
Lalu 

Masuk Tahun 
2025 

Putus Tahun 
2025 

Sisa Tahun 
2025 

a b c d e ((b+c)-d) 

Januari 0 0 0 0 

Februari 0 0 0 0 

Maret 0 1 0 1 

April 1 0 1 0 

Mei 0 1 0 1 

Juni 1 1 1 1 

Juli 1 1 1 1 

Agustus 1 0 1 0 

September 0 1 1 0 

Oktober 0 1 0 1 

November 1 0 1 0 

Desember 0 1 1 0 

Jumlah 0 7 7 0 

            

                                   Tabel 2.7 Tabel rekapitulasi keadan perkara pidana Pra Peradilan  tahun 2025 

 

 

 

 

  



 
 

 22 
 

0 50 100 150 200

2023

2024

2025

8

11

15

38

47

71

35

42

69

11

15

17

2023 2024 2025

Sisa Tahun lalu 8 11 15
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Sisa 11 15 17

GRAFIK PERKARA PERDATA 
PENGADILAN NEGERI DONGGALA

b. Perkara Perdata 

Dari tabel rekapitulasi perkara  yang masuk ke Pengadilan Negeri Donggala  

pada tahun 2025 diatas, berikut fluktuasi perkara Perdata  dapat dilihat pada 

grafik dibawah berupa perkara pada 3 (tiga) tahun terakhir yaitu 2023, 2024, 

dan 2025. 

 

  

 

  

 

 

   

  

   

   

  

  

Gambar  2.2 Grafik Perkara Perdata selama 3 (tiga) tahun 

 

b.1 Perkara Perdata Gugatan 

Rekapitulasi perkara perdata Gugatan yang masuk pada Pengadilan 

Negeri Donggala pada tahun 2025 yaitu sebagai berikut : 

 

Bulan Sisa Tahun 
Lalu 

Masuk Tahun 
2025 

Putus Tahun 
2025 

Sisa Tahun 
2025 

a b c d e ((b+c)-d) 

Januari 15 6 3 18 

Februari 18 9 7 20 

Maret 20 4 8 16 

April 16 3 5 14 

Mei 14 11 10 15 

Juni 15 4 5 14 

Juli 14 11 6 19 

Agustus 19 7 3 23 

September 23 4 6 21 

Oktober 21 5 8 18 

November 18 2 4 16 

Desember 16 5 4 17 

Jumlah 15 71 69 17 

 

                 Tabel 2.8 Tabel rekapitulasi keadan perkara Perdata Gugatan  tahun 2025 
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b.2 Perkara Perdata Permohonan 

Rekapitulasi perkara perdata Permohonan yang masuk pada Pengadilan 

Negeri Donggala pada tahun 2025 yaitu sebagai berikut : 

 

Bulan Sisa Tahun 
Lalu 

Masuk Tahun 
2025 

Putus Tahun 
2025 

Sisa Tahun 
2025 

a b c d e ((b+c)-d) 

Januari 0 3 1 2 

Februari 2 0 2 0 

Maret 0 1 1 0 

April 0 2 0 2 

Mei 2 1 3 0 

Juni 0 1 1 0 

Juli 0 1 1 0 

Agustus 0 2 1 1 

September 0 0 1 0 

Oktober 0 2 0 2 

November 2 1 3 0 

Desember 0 1 1 0 

Jumlah 0 15 15 0 

 

                 Tabel 2.9 Tabel rekapitulasi keadan perkara Perdata Permohonan  tahun 2025 

 

b.3 Perkara Perdata Gugatan Sederhana 

Rekapitulasi perkara perdata Gugatan Sederhana yang masuk pada 

Pengadilan Negeri Donggala pada tahun 2025 yaitu sebagai berikut : 

 

Bulan Sisa Tahun 
Lalu 

Masuk Tahun 
2025 

Putus Tahun 
2025 

Sisa Tahun 
2025 

a b c d e ((b+c)-d) 

Januari 0 1 0 1 

Februari 1 0 1 0 

Maret 0 4 2 2 

April 2 0 0 2 

Mei 2 1 3 0 

Juni 0 1 1 0 

Juli 0 0 0 0 

Agustus 0 1 0 1 

September 1 0 0 1 

Oktober 1 1 1 1 

November 1 0 0 1 

Desember 1 0 1 0 

Jumlah 0 9 9 0 

 

Tabel 2.10 Tabel rekapitulasi keadan perkara Perdata Gugatan Sederhana 
tahun 2025 
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2. Keadaan Perkara di Tingkat Banding 

Laporan keadaan perkara tingkat banding adalah merupakan laporan perkara 

yang dimohonkan banding, dan dilaporkan sejak perkara putus, diajukan 

permohonan banding sampai dengan pengiriman berkas ke Pengadilan Tinggi 

Sulawesi Tengah. Berikut adalah keadaan perkara di tingkat banding pada tahun 

2025 : 

 

Jenis 
Perkara 

Sisa Tahun 
Lalu 

Masuk 
Tahun 2025 

Putus Tahun 
2025 

Sisa Tahun 
2025 

a b c d e ((b+c)-d) 

Pidana 66 33 36 63 

Perdata 1 10 10 1 

Jumlah 43 46  

 

Tabel 2.11 Tabel keadaan perkara di Tingkat Banding tahun 2025 

 

3. Keadaan Perkara di Tingkat Kasasi 

Kasasi adalah upaya hukum untuk mengajukan pembatalan putusan pengadilan 

tingkat terakhir kepada Mahkamah Agung. Kasasi dilakukan untuk meninjau 

kembali keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Kasasi 

bertujuan untuk membatalkan putusan pengadilan yang salah menerapkan 

hukum atau melanggar prosedur. Alasan yang dapat digunakan untuk 

mengajukan kasasi, antara lain: Tidak berwenang, Salah menerapkan hukum, 

Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-

undangan. Keadaan perkara di tingkat kasasi pada Pengadilan Negeri Donggala 

tahun 2025 adalah sebagai berikut : 

 

Jenis 
Perkara 

Sisa Tahun 
Lalu 

Masuk 
Tahun 2025 

Putus Tahun 
2025 

Sisa Tahun 
2025 

a b c d e ((b+c)-d) 

Pidana 5 25 22 8 

Perdata 4 4 1 7 

Jumlah 29 23  

 

Tabel 2.12 Tabel keadaan perkara di Tingkat Kasasi tahun 2025 

 

4. Keadaan Perkara di Tingkat Peninjauan Kembali 

Peninjauan kembali (PK) adalah upaya hukum yang dapat ditempuh untuk 

menentang putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. PK 

merupakan upaya hukum luar biasa yang diatur dalam Pasal 263 sampai dengan 
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Pasal 269 KUHAP. PK dapat diajukan oleh pihak yang berperkara atau kuasa 

hukumnya kepada Mahkamah Agung (MA) melalui panitera Pengadilan Negeri 

(PN). Peninjauan kembali dapat diajukan dengan beberapa alasan, di antaranya: 

a. Terdapat keadaan baru yang dapat menyebabkan putusan bebas atau 

lepas dari tuntutan hukum 

b. Putusan yang telah terbukti ternyata bertentangan dengan keadaan 

yang menjadi dasar putusan 

c. Putusan yang memperlihatkan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang 

nyata  

Peninjauan kembali memiliki beberapa ketentuan, di antaranya: 

a. Peninjauan kembali harus diajukan dalam waktu 180 hari sejak putusan 

berkekuatan hukum tetap  

b. PK tidak dapat memperberat hukuman terdakwa  

c. PK dapat diajukan untuk putusan perdata, pidana, tata usaha negara, 

dan agama  

d. PK hanya dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya 

Keadaan perkara di tingkat peninjauan kembali pada Pengadilan Negeri 

Donggala tahun 2025 adalah sebagai berikut : 

 

Jenis 
Perkara 

Sisa Tahun 
Lalu 

Masuk 
Tahun 2025 

Putus Tahun 
2025 

Sisa Tahun 
2025 

a b c d e ((b+c)-d) 

Pidana 0 3 0 3 

Perdata 0 0 0 0 

Jumlah 3 0  
 

Tabel 2.13 Tabel keadaan perkara di Tingkat Peninjauan Kembali tahun 2025 

 

B. PENYELESAIAN PERKARA 

1. Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu 

Jumlah penyelesaian perkara yang diputus tepat waktu pad Pengadilan Negeri 

Donggala selama tahun 2025 adalah sebagi berikut : 

 

Jenis Perkara 
Jumlah Perkara 

Putus tahun 
2025 

Jumlah perkara 
yang diputus tepat 

waktu 

Persentase 
perkara yang 
diputus tepat 

waktu 

Perkara Pidana 

Biasa 365 365 100% 

Singkat 0 0 0 

Cepat 5 5 0 



 
 

 26 
 

Lalu Lintas 230 230 100% 

Anak 10 10 100% 

Pra Peradilan 7 7 100% 

Jumlah 617 617 100% 

Perkara Perdata 

Gugatan 69 69 100% 

Permohonan 15 15 100% 

Gugatan Sederhana 9 9 100% 

Jumlah 93 93 100% 

 

Tabel 2.14 Tabel Penyelesaian perkara tepat waktu  tahun 2025 

2. Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding , Kasasi dan 

Peninjauan Kembali 

Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (Banding, Kasasi, 

Peninjauan kembali ) pada Pengadilan Negeri Donggala pada tahun 2025 adalah 

sebagai berikut : 

 

Jenis Perkara 
Perkara 

Putus tahun 
2025 

Yang tidak 
mengajukan 

Banding, Kasasi 
dan PK 

Persentase 
perkara yang 
diputus tepat 

waktu 

Pidana 365 307 84,1% 

Perdata  
(Gugatan + Gugatan 
sederhana) 

78 63 80,76% 

Jumlah 443 370 83,52% 

 

Tabel 2.15 Tabel perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi  
dan Peninjauan Kembali  tahun 2025 

 

3. Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif 

Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui Pendekatan Keadilan 

Restoratif (Restorative Justice) pada Pengadilan Negeri Donggala tahun 2025 

adalah sebagai berikut : 

 

Jumlah 
Perkara 

Pidana yang 
masuk 2025 

Jumlah Perkara yang 
diajukan melalui 

pendekatan keadilan 
Restoratif 

Jumlah Perkara yang 
berhasil diselesaikan 
melalui pendekatan 

rstoratif 

Persentase perkara 
yang berhasil 

diselesesaikan 
melalui pendekatan 
keadilan Restoratif 

365 16 16 100 % 

Jumlah 16 16 100 % 

 

Tabel 2.16 Tabel perkara yang berhasil diselesaikan  melalui  
pendekatan keadilan restoratif  tahun 2025 
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4. Perkara yang Berhasil Diselesaikan melalui Mediasi 

Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui Mediasi pada Pengadilan 

Negeri Donggala tahun 2025 adalah sebagai berikut : 

 

Jumlah 
Perkara 

Perdata yang 
masuk 2025 

Jumlah Perkara 
yang diajukan 

Mediasi  

Jumlah Perkara yang 
berhasil diselesaikan 

melalui Mediasi 

Persentase 
perkara yang 

berhasil 
diselesesaikan 
melalui Mediasi 

78 26 4 15,3 % 

Jumlah 26 4 15,3 % 

 

Tabel 2.17 Tabel perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi tahun 2025 

 

5. Perkara anak yang berhasil Diselesaikan melalui Diversi 

Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui Diversi pada Pengadilan 

Negeri Donggala tahun 2025 adalah sebagai berikut : 

 

Jumlah 
Perkara Anak 
yang masuk 

2025 

Jumlah Perkara 
anak yang diajukan 

Diversi 

Jumlah Perkara anak 
yang berhasil 

diselesaikan melalui 
Diversi 

Persentase 
perkara yang 

berhasil 
diselesesaikan 
melalui Mediasi 

10 1 1 100 % 

Jumlah 1 1 100 % 

 

Tabel 2.18 Tabel perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui Diversi tahun 2025 

 

6. Perkara Perdata yang menggunakan e-Court 

Jumlah perkara perdata yang menggunakan e-Court pada Pengadilan Negeri 

Donggala tahun 2025 adalah sebagai berikut : 

 

Jumlah 
Perkara 

Perdata yang 
masuk 2025 

Jumlah Perkara 
perdata  yang 

diajukan e-Court 

Jumlah Perkara perdata 
yang dilayani melalui e-

Court 

Persentase 
perkara yang 

berhasil 
diselesesaikan 
melalui Mediasi 

95 95 95 100 % 

Jumlah 95 95 100 % 

 

          Tabel 2.19 Tabel perkara Perdata yang menggunakan e-Court  tahun 2025 

 

7. Perkara Pidana yang Dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) 

Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) pada 

Pengadilan Negeri Donggala tahun 2025 adalah sebagai berikut : 
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Jumlah Perkara 
Pidana (Pidana 
biasa + Pidana 

anak) yang masuk 
tahun 2025 

Jumlah Perkara 
Pidana yang 
dilimpahkan  

Jumlah perkara pidana 
yang dilimpahkan secara 

elektronik (e_berpadu) 

Persentase 
perkara pidana 

yang dilimpahkan 
secara elektronik 

(e_berpadu) 

375 375 375 100 % 

Jumlah 375 375 100 % 

 

              Tabel 2.20  Tabel perkara Pidana yang dilimpahkan secara elektronik 
                                                     (e-Berpadu)  tahun 2025 

 

8. Layanan Perkara Pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) 

Jumlah layanan perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) 

pada Pengadilan Negeri Donggala tahun 2025 adalah sebagai berikut : 

 

Jumlah layanan 
Perkara Pidana 

yang masuk tahun 
2025 

Jumlah layanan 
perkara pidana 
yang diajukan 

Jumlah layanan perkara 
pidana yang diajukan 

secara elektronik 
(e_berpadu) 

Persentase perkara 
layanan perkara 

pidana yang diajukan 
secara elektronik 

(e_berpadu) 

1466 1466 1466 100 % 

Jumlah 1466 1466 100 % 

 

             Tabel 2.20  Tabel perkara layanan Pidana yang diajukan secara elektronik 
                                                   (e-Berpadu) tahun 2025 

 

C. PROGRAM PRIORITAS NASIONAL 

Prioritas Nasional adalah program/kegiatan/proyek untuk pencapaian Sasaran 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan kebijakan Presiden 

lainnya. Program prioritas nasional Mahkamah Agung (MA)  meliputi:  

a) Penguatan kelembagaan, seperti optimalisasi jaminan perlindungan hak-

hak perempuan dan anak, optimalisasi pelaksanaan putusan pengadilan, 

dan optimalisasi mediasi. 

b) Penguatan integritas, seperti optimalisasi pembangunan ZI menuju WBK 

dan WBBM, dan penguatan pengawasan. 

c) Penguatan sumber daya manusia, seperti peningkatan kualitas SDM 

tenaga teknis peradilan agama. 

d) Penguatan pemanfaatan teknologi informasi 

Selain itu, beberapa program prioritas lainnya yang dapat dilakukan untuk  

meningkatkan kualitas layanan peradilan di kantor Pengadilan Negeri Donggala 

adalah sebagai berikut : 

a.  Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) 

Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Merupakan usaha Mahkamah Agung 

republik Indonesia untuk menyentuh kalangan terbawah yakni masyarakat 

miskin dna terpinggirkan. Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) pada 
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Pengadilan memberikan manfaat yang besar bagi para pencari keadilan 

terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini 

masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa informasi, konsultasi 

dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dalam 

proses penyelesaian perkara.Pelaksanaan Posbakum di Pengadilan Negeri 

Donggala mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 

2014 tanggal  9  Januari  2014  tentang  Pedoman  Pemberian  Layanan  

Hukum  Bagi Masyarakat Tidak  Mampu  di  Pengadilan  dan  Keputusan  

Direktur  Jenderal  Badan  Peradilan  Umum Nomor 

52/DJU/SK/HK.006/5/Tahun 2014 tanggal 30 mei 2015 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 tahun 2014 tentang 

Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di 

Pengadilan. 

Berdasarkan hal tersebut pada tahun 2025 Pengadilan Negeri Donggala 

mendapat alokasi anggaran untuk Pos Bantuan Hukum dengan jumlah 

keseluruhan anggaran Rp. 28.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar 

Rp. 28.000.000,-.dimana realisasi penyerapan 100%. Berdasarkan data 

tersebut diatas, perbandingan antara anggaran untuk Pos Bantuan Hukum 

dengan realisaasi anggarannya yaitu sebagai berikut : 
 

Nama Kegiatan 

 
Anggaran 

 

Pagu 
(Rp.) 

Total Realisasi 
(Rp.) 

% Realisasi 

 
Pos Bantuan 
Hukum 
 

 
28.000.000 

 
28.000.000 

 
100 

 

Tabel 2.21 Realisasi Anggaran POSBAKUM Tahun 2025 

 

C.2 Sidang Keliling / Pelayanan Terpadu 

Sidang keliling merupakan sidang di luar gedung pengadilan yang 

dilaksanakan secara tetap, berkala atau sewaktu-waktu oleh Pengadilan di 

suatu tempat yang ada di dalam wilayah hukumnya tetapi di luar tempat 

kedudukan gedung pengadilan dan berdasarkan Peraturan Mahkamah 

Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 14 disebutkan bahwa Pengadilan dapat 

melaksanakan layanan sidang di luar gedung pengadilan untuk 

mempermudah setiap warga negara yang tidak mampu atau sulit 

menjangkau lokasi kantor Pengadilan karena hambatan  biaya atau 
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hambatan fisik atau hambatan geografis. 

Pada tahun 2025 Pengadilan Negeri Donggala tidak mendapat alokasi 

anggaran untuk melakukan sidang keliling sesuai tabel dibawah ini ; 
 

Nama Kegiatan 

Anggaran 

Pagu 
(Rp.) 

Total Realisasi 
(Rp.) 

% Realisasi 

 
Sidang Keliling 
 

 

N     I     H     I    L 

 

Tabel 2.21  Realisasi Anggaran Sidang Keliling Tahun 2024 

 

C.3 Perkara PRODEO 

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 4 

disebutkan bahwa ruang lingkup Layanan Hukum bagi masyarakat tidak 

mampu di Pengadilan salah satunya adalah Layanan Pembebasan Biaya 

Perkara, dimana seluruh biaya untuk pelaksanaannya di bebankan melalui 

anggaran Mahkamah Agung RI pada DIPA masing-masing Pengadilan. 

Pada tahun 2025 Pengadilan Negeri Donggala mendapatkan alokasi 

pembebasan biaya perkara (perkara prodeo) sebagai berikut : 

 

 
Kegiatan 

 

 
Perkara Prodeo 

 

Target Realisasi 
Realisasi 

% 

Anggaran 495.000 406.000 82.02 

Perkara 2 Perkara 2 perkara 100 

 

Tabel 2.22  Realisasi Anggaran Prodeo Tahun 2025 

 

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa persentase penyelesaian perkara 

secara Prodeo sebesar 100% dimana target perkara Prodeo tahun 2025 

sebesar 2 Perkara dan telah direalisasikan sebesar 2 perkara dengan realisasi 

anggaran sebesar 82.02%. Anggaran prodeo di tahun 2025 ini mengalami 

efisiensi dan terjadi blokir untuk belanja perjalanan dinas sebesar 50%. Hingga 

tahun 2025 berakhir anggaran yang terblokir tidak dibuka sehingga 

menyebabkan kurang maksimal penyerapan anggaran Prodeo karena dana 

yang terblokir dikembalikan ke negara. 
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BAB III 

SUMBER DAYA MANUSIA 

 

KOMPOSISI SDM BERDASARKAN KEPANGKATAN/GOLONGAN/PENDIDIKAN 

Sumber Daya Manusia (SDM) pada Pengadilan Negeri Donggala pada tahun 2025 

adalah sebagai adalah sebagai berikut : 

 

No Jabatan 
Jenis Kelamin 

Jumlah 
L P 

1. Ketua 1 - 1 

2. Wakil Ketua - 1 1 

3. Hakim 3 7 10 

4. Panitera - 1 1 

5. Sekretaris 1 - 1 

6. Panitera Muda 1 2 3 

7. Kepala Sub Bagian - 3 3 

8. Panitera Pengganti - 3 3 

9. Jurusita 2 - 2 

10. Pejabat Fungsional 2 1 3 

11. Staf 4 - 4 

12. CPNS - 3 3 

13. PPPK 6 3 9 

TOTAL 44 

 

      Tabel 3.1 Tabel SDM PN Donggala Tahun 2025 

 

 SDM Berdasarkan Pendidikan 
  

No Jabatan 

Jenis 
Kelamin 

Pendidikan 

L P SLTA DIII S1 S2 S3 

1. Ketua 1 - - - - 1 - 

2. Wakil Ketua - 1 - - - 1 - 

3. Hakim 3 7 - - 8 2 - 

4. Panitera - 1 - - 1 - - 

5. Sekretaris 1 - - - 1 - - 

6. Panitera Muda 1 2 - - 2 1 - 

7. Kepala Sub Bagian - 3 - - 3 - - 

8. Panitera Pengganti - 3 - - 2 1 - 

9. Jurusita 2 - 2 - - - - 

10. Pejabat Fungsional 2 1 - 1 2 - - 

11. Staf 4 - - 1 3 - - 

12. CPNS 3 - - 2 1 - - 

13. PPPK 6 3 5 - 4 - - 

TOTAL 23 21 7 4 27 6 - 

 

             Tabel 3.2 Tabel SDM berdasarkan pendidikan Tahun 2025 
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SDM Berdasarkan Golongan dan Ruang 
 

No Jabatan 

Golongan dan Ruang 

Golongan I Golongan II Golongan III Golongan IV 

a b c d a b c d a b c d a b c d 

1. Ketua - - - - - - - - - - - - 1 - - - 

2. Wakil Ketua - - - - - - - - - - - - 1 - - - 

3. Hakim - - - - - - - - 9 - 1 - - - - - 

4. Panitera - - - - - - - - - - - 1 - - - - 

5. Sekretaris - - - - - - - - - - - 1 - - - - 

6. Panitera Muda - - - - - - - - - 1 - 2 - - - - 

7. Kepala Sub Bagian - - - - - - - - - - - 3 - - - - 

8. Panitera Pengganti - - - - - - - - - - - 3 - - - - 

9. Jurusita - - - - - - - 2 - - - - - - - - 

10. Pejabat Fungsional - - - - - - - 1 1 1 - - - - - - 

11. Staf - - - - - - 1 - 3 - - - - - - - 

12. CPNS - - - - - - 2 - 1 - - - - - - - 

13. PPPK - - - - 5 - - - 4 - - - - - - - 

TOTAL    - - - - 5 - 3 3 18 2 1 10 2 - - - 

 

       Tabel 3.3 Tabel SDM berdasarkan Golongan dan Ruang Tahun 2025 

 

 

Sampai dengan 31 Desember tahun 2025 profil sumber daya manusia pada wilayah 

hukum Pengadilan Negeri Donggala yang terdiri dari sumber daya manusia teknis 

yudisial maupun non teknis yudisial. Adapun lebih rinci tentang Sumber Daya 

Manusia (SDM) pada Pengadilan Negeri Donggala dapat dilihat pada daftar tabel 

berikut : 

1. Pengawai Negeri Sipil 

 

No Nama Pangkat/ Golongan Jabatan 

1. Niko Hendra Saragih S.H.,M.H Pembina (IV/a) Ketua 

2. Allannis Cendana, S.H.,M.H Pembina (IV/a) Wakil Ketua 

3. Miranti Putri Pratiwi, S.H.,M.H Penata Tk.I (III/c) Hakim 

4. Oky Wiratama, S.H Penata Muda (III/a) Hakim 

5. An’Nisaa Khalida, S.H Penata Muda (III/a) Hakim 

6. Anas Banu Aji, S.H Penata Muda (III/a) Hakim 

7. Cindy Vania Lumban Batu, S.H.,M.H Penata Muda (III/a) Hakim 

8. Meidina Silmi Putri S.H Penata Muda (III/a) Hakim 

9. Ronaldo Situmorang, S.H Penata Muda (III/a) Hakim 

10. Ayudya Devi Maghfira, S.H Penata Muda (III/a) Hakim 

11. Rizki Sagoro Hidayatullah, S.H Penata Muda (III/a) Hakim 

12. Rizqi Pangestika Harwin, S.H Penata Muda (III/a) Hakim 

13. Rahmawati, S.H Penata Tk.I (III/d) Panitera 
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14. Nurhadiyanto, S.T Penata Tk.I (III/d) Sekretaris 

15. Marolop Sinaga, S.H Penata Tk.I (III/d) Panmud Perdata 

16. Linda Lily Suryani Asmu, S.H.,M.H Penata Tk.I (III/d) Panmud Hukum 

17. Nurbianti, S.H Penata Muda Tk.I (III/b) Panmud Pidana 

18. Elfrida Shinta Uli, S.H Penata Tk.I (III/d) Kasub Bag KP, 
Organisasi, dan Tata 

Laksana 

19. Rahmah, S.Kom Penata Tk.I (III/d) Kasub Bag Perencanaan, 
IT dan Pelaporan 

20. Muntari Tri Ristijayanti, S.E Penata Tk.I (III/d) Kasub Bag Umum dan 
Keuangan 

21. Meily, S.E.,S.H.,M.H Penata Tk.I (III/d) 
Panitera Pengganti 

22. Wulan Handayani, S.Kom, S.H Penata Tk.I (III/d) 
Panitera Pengganti 

23. Tiur Corry Pratiwi, S.H Penata Tk.I (III/d) 
Panitera Pengganti 

24. Reymon Bandukka Pengatur Tk.I (II/d) 
Jurusita 

25. Sahlan HS Pengatur Tk.I (II/d) 
Jurusita 

25. Ryan Rudini, A.Md Penata Muda Tk.I (III/b) Pranata Keuangan APBN 
Mahir 

27. Anggi Sophian Sipahutar, S.T Penata Muda (III/a) 
Pranata Komputer 

28. Muhammad Habib Jauhar Arifin, A.Md Penata Muda (III/a) Penata Layanan 
Operasional 

29. Intan Nurchasanah, A.Md Pengatur (II/c) 
Arsiparis 

30. Imas Angga Pradithita, A.Md Pengatur (II/c) Pengelola Penanganan 
Perkara 

31. Valian La Delva Oceandy, S.H Penata Muda (III/a) 
Analis Perkara Peradilan 

32. Kevin Nikita Adi, S.H Penata Muda (III/a) 
Analis Perkara Peradilan 

33. Erlin Christian Sianipar,S.E Penata Muda (III/a) 
CPNS 

34, Nabila Rizky Cahyani, A.Md Pengatur (Iic) 
CPNS 

35. Sakicha Hega Fernanda, A.Md Pengatur (Iic) 
CPNS 

 

Tabel 3.4 Tabel Daftar Pegawai Negeri Sipil Tahun 2025 

 

2. (Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja) PPPK 

No Nama Pendidikan Ket 

1. Abdul Rahman Bece SMU Staf Kepaniteraan Perdata 

2. Zulfikar, S.H S1 Staf Sub Bag PTIP 

3. Ronal Junaedi Pakanan, S.Kom S1 Staf Sub Bag Umum & Keuangan 

4. Maryam, S.Sos S1 Staf Sub Bag KPORTALA 

5. Reynaldi SMU Staf Sub Bag KPORTALA 

6. Aprilian Mahole Tarempas SMU Staf Sub Bag Umum & Keuangan 

7. Nurhikmah, S.Pd S1 Staf Kepaniteraan Hukum 

8. Safarni Ernanda SMU Staf Kepaniteraan Pidana 

9. Moh. Ilham Ramadhan SMU Staf Sub Bag Umum & Keuangan 

 

Tabel 3.5 Tabel Daftar Tenaga PPPK Tahun 2025 
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A. MUTASI 

1. Mutasi Masuk 

No Nama Jabatan Lama Jabatan Baru 

1. Erlin Christian Sianipar,S.E - 
CPNS Pengadilan 
Negeri Donggala 

2. Nabila Rizky Cahyani, A.Md - 
CPNS Pengadilan 
Negeri Donggala 

3. Sakicha Hega Fernanda, A.Md - 
CPNS Pengadilan 
Negeri Donggala 

4. Oky Wiratama, S.H APP Pengadilan Negeri 
Banyuwangi 

Hakim Pengadilan 
Negeri Donggala 

5. An’Nisaa Khalida, S.H APP Pengadilan Negeri 
Balikpapan 

Hakim Pengadilan 
Negeri Donggala 

6. Anas Banu Aji, S.H APP Pengadilan Negeri 
Palu 

Hakim Pengadilan 
Negeri Donggala 

7. Cindy Vania Lumban Batu, 
S.H.,M.H 

APP Pengadilan Negeri 
Jombang 

Hakim Pengadilan 
Negeri Donggala 

8. Meidina Silmi Putri S.H APP Pengadilan Negeri 
Depok 

Hakim Pengadilan 
Negeri Donggala 

9. Ronaldo Situmorang, S.H APP Pengadilan Negeri 
Bangil 

Hakim Pengadilan 
Negeri Donggala 

10. Ayudya Devi Maghfira, S.H APP Pengadilan Negeri 
Surakarta 

Hakim Pengadilan 
Negeri Donggala 

11. Rizki Sagoro Hidayatullah, S.H APP Pengadilan Negeri 
Sragen 

Hakim Pengadilan 
Negeri Donggala 

12. Rizqi Pangestika Harwin, S.H APP Pengadilan Negeri 
Jepara 

Hakim Pengadilan 
Negeri Donggala 

13. Nurbianti, S.H 
Panitera Pengganti 

Pengadilan Ngeri Poso 
Panitera Muda 
Pidana PN Donggala 

14. Rahmawati, S.H 
Panitera Pengadilan 

Negeri Parigi 
Panitera Pengadilan 
Negeri Donggala 

15. Allannis Cendana, S.H.M.H 
Wakil Ketua Pengadilan 

Negeri Parigi 

Wakil Ketua 
Pengadilan Negeri 
Donggala 

16. Tiur Corry Pratiwi, S.H 
Jurusita Pengadilan 

Negeri Poso 

Panitera Pengganti 
Pengadilan Negeri 
Donggala 

 

Tabel 3.6 Tabel Daftar Mutasi Masuk PN Donggala Tahun 2025 

 

2. Mutasi Keluar 

No Nama Jabatan Lama Jabatan Baru 

1. Aswar, S.H 
Panitera Pengadilan 

Negeri Donggala 

Panitera Muda Pidana 
Pengadilan Tinggi Sul 

Teng 

2. A . Aulia Rahman, S.H.,M.H 
Hakim PN Donggala 

Hakim Pengadilan 
Negeri Maros 

3. Arzan Rashif Rakhwada, 
S.H.,M.Kn 

Hakim PN Donggala Hakim Pengadilan 
Negeri Tenggarong 

4. Vincencius Fascha Adhy 
Kusuma, S.H.M.H 

Hakim PN Donggala Hakim Pengadilan 
Negeri Pangkalan Bun 

5. Danang Prabowo Jati, S.H, 
M.H 

Hakim PN Donggala Hakim Pengadilan 
Negeri Kayuagung 

 

Tabel 3.7 Tabel Daftar Mutasi Keluar PN Donggala Tahun 2025 
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B. PROMOSI 

1. Jabatan 

No Nama Jabatan Lama Jabatan Baru 

1. Abdul Rahman Bece PPNPN PPPK 

2. Zulfikar, S.H PPNPN PPPK 

3. Ronal Junaedi Pakanan, 
S.Kom 

PPNPN PPPK 

4. Maryam, S.Sos PPNPN PPPK 

5. Reynaldi PPNPN PPPK 

6. Aprilian Mahole Tarempas PPNPN PPPK 

7. Nurhikmah, S.Pd PPNPN PPPK 

8. Safarni Ernanda PPNPN PPPK 

9. Moh. Ilham Ramadhan PPNPN PPPK 

 

Tabel 3.8 Tabel Promosi Jabatan Tahun 2025 

2. Pangkat 

No Nama Jabatan  
Pangkat 

Lama 
Pangkat 

Baru 

1. Niko Hendra Saragih, S.H.,M.H Hakim IV/a 
 

IV/b 

2. Miranti Putri Pratiwi, S.H.,M.H Hakim III/b 
 

III/c 

3. Anggi Sophian Sipahutar, S.T Pranata Komputer III/a III/b 

4. Habib Jauhar Arifin, A.Md Staff II/c III/a 

 

Tabel 3.9 Tabel Promosi Kenaikan Pangkat Tahun 2025 

 

C. PENSIUN 

No Nama Jabatan  Tanggal Pensiun 

N    I    H    I      L 

 

Tabel 3.10 Tabel Daftar Pensiun Tahun 2025 

 

D. DIKLAT 

No Nama Jabatan Jenis Diklat 

1. 
Miranti Putri Pratiwi, 
S.H.,M.H 

Hakim 

Pelatihan Eksplorasi 
Pelanggaran KEPPH 
studi kasus laporan 
masyarakat di Komisi 
Yudisial  
19 Juni 2025 

2. 
Niko Hendra Saragih, 
S.H.,M.H 

Ketua 

Peningkatan 
Pemahamanan 
Gratifikasi 2025 
29 Agustus 2025 

3. Oky Wiratama, S.H Hakim 

- Bimtek Sistem 
Peradilan Anak 
(SPPA) 21 s.d 26 
Agustus 2025 

- Bimtek Mediator 
dengan metode 
Blended learning  
12 s,d 2 Oktober 
2025 

4. An’Nisaa Khalida, S.H Hakim 
- Bimtek Sistem 

Peradilan Anak 
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(SPPA) 21 s.d 26 
Agustus 2025 

- Bimtek Mediator 
dengan metode 
Blended learning  

     12 s,d 2 Oktober 2025 

5. Anas Banu Aji, S.H Hakim 

- Bimtek Sistem 
Peradilan Anak 
(SPPA) 21 s.d 26 
Agustus 2025 

- Bimtek Mediator 
dengan metode 
Blended learning  

     12 s,d 2 Oktober 2025 

6. 
Cindy Vania Lumban Batu, 
S.H.,M.H 

Hakim 

- Bimtek Sistem 
Peradilan Anak 
(SPPA) 21 s.d 26 
Agustus 2025 

- Bimtek Mediator 
dengan metode 
Blended learning  

     12 s,d 2 Oktober 2025 

7. Meidina Silmi Putri S.H Hakim 

- Bimtek Sistem 
Peradilan Anak 
(SPPA) 21 s.d 26 
Agustus 2025 

- Bimtek Mediator 
dengan metode 
Blended learning  

     12 s,d 2 Oktober 2025 

8. Ronaldo Situmorang, S.H Hakim 

- Bimtek Sistem 
Peradilan Anak 
(SPPA) 21 s.d 26 
Agustus 2025 

- Bimtek Mediator 
dengan metode 
Blended learning  

     12 s,d 2 Oktober 2025 

9. Ayudya Devi Maghfira, S.H Hakim 

- Bimtek Sistem 
Peradilan Anak 
(SPPA) 21 s.d 26 
Agustus 2025 

- Bimtek Mediator 
dengan metode 
Blended learning  

     12 s,d 2 Oktober 2025 

10. 
Rizki Sagoro Hidayatullah, 
S.H 

Hakim 

- Bimtek Sistem 
Peradilan Anak 
(SPPA) 21 s.d 26 
Agustus 2025 

- Bimtek Mediator 
dengan metode 
Blended learning  

     12 s,d 2 Oktober 2025 

11. 
Rizqi Pangestika Harwin, 
S.H 

Hakim 

- Bimtek Sistem 
Peradilan Anak 
(SPPA) 21 s.d 26 
Agustus 2025 

- Bimtek Mediator 
dengan metode 
Blended learning  

     12 s,d 2 Oktober 2025 

12. Nurhadiyanto, S.T Sekretaris 

- E-Learning 
Peningkatan 
Pamahaman 
Gratifikasi (12 Sept 
2025) 

- Bimtek Manajemen 
PPPK (1 Desember 
2025) 

- Bimtek Kepegawaian 
16-18 Desember 
2025 

-  
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13. Elfrida Shinta Uli, S.H 
Ka sub Bag 
KPORTALA 

- Bimtek Manajemen 
PPPK (1 Desember 
2025) 

Bimtek Kepegawaian 16-
18 Desember 2025 

14. Muntari Tri Ristijayanti, S.E 
Ka Sub Bag Umum dan 

Keuangan 

Pelatihan PPK angkatan 
VIII (25 November s.d 1 

Desember 2025) 

15. Abdul Rahman Bece PPPK 
Bimtek Manajemen 
PPPK (1 Desember 

2025) 

16. Zulfikar, S.H PPPK 
Bimtek Manajemen 
PPPK (1 Desember 

2025) 

17. Ronal Junaedi Pakanan, 
S.Kom 

PPPK 
Bimtek Manajemen 
PPPK (1 Desember 

2025) 

18. Maryam, S.Sos PPPK 
Bimtek Manajemen 
PPPK (1 Desember 

2025) 

19. Reynaldi PPPK 
Bimtek Manajemen 
PPPK (1 Desember 

2025) 

20. Aprilian Mahole Tarempas PPPK 
Bimtek Manajemen 
PPPK (1 Desember 

2025) 

21. Nurhikmah, S.Pd PPPK 
Bimtek Manajemen 
PPPK (1 Desember 

2025) 

22. Safarni Ernanda PPPK 
Bimtek Manajemen 
PPPK (1 Desember 

2025) 

23. Moh. Ilham Ramadhan PPPK 
Bimtek Manajemen 
PPPK (1 Desember 

2025) 

24. Erlin Christina Sianipar, S.E CPNS 

Latsar CPNS Gol II dan 
III gelombang III 

30 Juni s.d 25 November 
2025 

25. Nabila Rizki Cahyani , A.Md CPNS 

Latsar CPNS Gol II dan 
III gelombang III 

30 Juni s.d 25 November 
2025 

26. Sakicha Hega Fernanda, 
A.Md 

CPNS 

Latsar CPNS Gol II dan 
III gelombang III 

30 Juni s.d 25 November 
2025 

 

Tabel 3.11 Tabel Daftar Pegawai yang mengikuti Diklat Tahun 2025 
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BAB IV 

PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, 

 DAN TEKNOLOGI INFORMASI 

 

A. PENGELOLAAN KEUANGAN 

Dalam rangka pengelolaan keuangan untuk pelaksanaan tugas teknis dan non 

teknis pada Pengadilan Negeri Donggala, dimana dalam pengelolaan keuangan 

tersebut senantiasa mengacu pada regulasi yang ditetapkan baik oleh Pemerintah 

maupun Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Negeri Donggala di 

dukung oleh 2 (dua) DIPA yaitu ; 

1. DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia) 

sebesar Rp. 4.989.201.000,- (Empat milyar sembilan ratus delapan puluh 

sembilan juta dua ratus satu ribu rupiah) 

2. DIPA 03 (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI)  

sebesar Rp. 121.067.000,- (Seratus dua puluh satu juta enam puluh tujuh 

ribu rupiah).  

 

I. Anggaran DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI) 

Untuk anggaran DIPA 01 Pengadilan Negeri Donggala yaitu terdiri dari 

Program Dukungan Manajemen yaitu output layanan perkantoran yang terdiri 

dari 5 (lima) komponen yaitu :  

• Komponen Gaji dan Tunjangan dengan total pagu Rp. 

3.465.201.000,- (Tiga milyar empat ratus enam puluh lima juta dua ratus 

satu ribu rupiah). 

• Komponen Operasional dan Pemeliharaan Kantor dengan total pagu 

Rp. 1.221.190.000,- (Satu milyar dua ratus dua puluh satu juta seratus 

sembilan puluh ribu rupiah). 

• Komponen Belanja Modal Peralatan dan Mesin dengan total pagu 

Rp. 302.000.000,- (Tiga ratus dua juta rupiah) 

• Komponen Belanja Barang Non Operasional, yaitu Belanja 

Peralatan dan mesin - Ekstrakomptabel dengan total pagu Rp. 

700.000,- ( Tiga ratus ribu rupiah). 

• Komponen Layanan Pemantauan dan Evaluasi berupa Cetak Bahan 

dan Pemantauan dan Evaluasi dengan pagu sebesar Rp. 300.000,- 

(Tiga ratus ribu rupiah). 
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Adapun perbandingan pagu dan realisasi anggaran DIPA 01 sampai dengan 

akhir tahun 2025 di tampilkan pada tabel di bawah ini : 

 

No Jenis Belanja 
Pagu Awal 
Anggaran 

(Rp.) 

Anggaran 
Revisi 
(Rp.) 

Realisasi 
Anggaran  

(Rp.) 

Realisasi 
Anggaran 

% 

Sisa  
Anggaran 

(Rp.) 

1. Belanja Gaji dan 
Tunjangan 

3.465.011.000 4.003.263.000 3.975.773.488 99.31 27.489.512 

2. 
Belanja Operasional 
dan pemeliharaan 
Kantor 

1.221.190.000 1.141.327.000 1.141.188.349 99.99 138.651 

3. Belanja Modal 302.000.000 - 301.275.000 99.76 725.000 

4. Belanja Barang Non 
Operasional 

700.000 - 700.000 100 0 

5. 
Layanan 
Pemantauan dan 
Evaluasi 

300.000 - 299.500 99.83 500 

TOTAL 4.989.201.000 - 5.419.236.337 99.48 28.353.663 

 

Tabel 4.1 Perbandingan Pagu dan Realisasi DIPA 01 Tahun 2025 

 

Pada tahun 2025 anggaran pada belanja Gaji dan Tunjangan  dan Belanja 

Operasional dan Pemeliharaan Kantor, mengalami revisi penambahan pagu 

oleh eselon 1 dikarenakan : 

1. Adanya pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja 

(PPPK) dan penambahan 9 (sembilan) orang hakim baru, sehingga pagu 

Belanja Gaji dan Tunjangan mengalami kekurangan. 

2. Belanja Operasional dan pemeliharaan kantor untuk penambahan tenaga 

outsourcing.  

 

II. Anggaran DIPA 03 (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum 

Mahakamah Agung RI) 

Untuk anggaran DIPA 03 Pengadilan Negeri Donggala ini adalah anggaran 

yang digunakan penyelesaian perkara Pidana, dan perkara Perdata dengan 

nilai dibawah Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta). Besarnya jumlah 

anggaran DIPA 03 Pengadilan Negeri Donggala untuk tahun 2025 adalah 

sebesar Rp. 123.840.000,- ( Seratus dua puluh tiga juga delapan ratus empat 

puluh ribu rupiah). Adapun perbandingan pagu dan realisasi anggaran DIPA 03 

sampai dengan akhir tahun 2024 di tampilkan pada tabel di bawah ini : 

 

No Jenis Belanja 
Pagu Anggaran 

(Rp.) 

Realisasi 
Anggaran  

(Rp.) 

Realisasi 
Anggaran 

% 

Sisa  
Anggaran 

(Rp.) 

1. Percepatan Penyelesaian 
Perkara (KIMWASMAT) 

750.000 750.000 100 0 

2. 

Perkara Pidana Yang 
Diselesaikan di Tingkat 
Pertama di Wilayah 
Tengah 

88.347.000 88.318.020 99.97 28.980 
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3. Pos Bantuan Hukum 
(POSBAKUM) 

28.000.000 28.000.000 100 0 

4 Pembebasan Biaya 
Perkara (Prodeo) 

495.000 406.000 82.02 89.000 

TOTAL 117.592.000 117.474.020 99.90 117.980 

 
Tabel 4.2 Perbandingan Pagu dan Realisasi DIPA 03 Tahun 2025 

 

III. Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 

Pengadilan Negeri Donggala pada tahun 2025 mengelola dua jenis PNBP yaitu 

PNBP Umum dari hasil sewa rumah dinas serta PNBP Fungsional yang 

bersumber dari Perkara.  Adapun jumlah realisasi PNBP dari kedua jenis PNBP 

tersebut adalah sebagai berikut : 

 

No Kelompok PNBP 
Target Anggaran 

(Rp.) 

Realisasi 
Anggaran  

(Rp.) 

%  
Realisasi 
Anggaran 

1. PNBP Fungsional (DIPA 03) 32.173.000 15.737.500 48,92 

2. PNBP Umum (DIPA 01) 19.665.000 16.152.136 82,14 

TOTAL 51.838.000 31.889.636 61,52 

 

Tabel 4.3  Tabel Realisasi PNBP  Tahun 2025 

 

B. Pengelolaan Saran dan Prasarana 

Sebagai salah satu indikator pendukung kelancaran pelaksanaan tugas peradilan 

adalah tersedianya sarana dan prasarana baik sarana berupa gedung kantor yang 

memadai, rumah dinas, dan sarana fasilitas gedung berupa meubelair, alat 

pengolah data, kendaran dinas dan inventaris kantor lainnya yang mendukung 

pelaksanaan tugas pokok Pengadilan Negeri Donggala.  

Tanpa adanya dukungan sarana dan prasarana sudah tentu pelaksanaan tupoksi 

tidak akan berjalan dengan baik dan lancar, sehingga pencapaian tujuan, visi dan 

misi yang diharapkan mustahil akan dapat dicapai. Adapun kondisi umum 

Pengadilan Negeri Donggala dapat di jelaskan sebagai berikut : 

1. Sarana dan Prasarana Gedung Kantor 

Gedung kantor Pengadilan Negeri Donggala yang terletak di Jalan Vatu Bala 

No. 4, Kompleks Perkantoran Gunung Bale, Kabupaten Donggala provinsi 

Sulawesi Tengah, terdiri dari bangunan 2 (dua) lantai dengan luas tanah 7.831 

m2 dan luas bangunan gedung sebesar 2.575 M2. Untuk menunjang 

operasional serta tugas pokok dan fungsinya, kantor Pengadilan Negeri 

Donggala memiliki sarana yaitu sebagai berikut : 
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• Sarana Gedung Kantor 

No Sarana / Prasarana Gedung Jumlah 
Kondisi 

Ket 

Baik RR RB 

1. Ruang Ketua 1 1    

2. Ruang Wakil Ketua 1 1    

3. Ruang Hakim 2 2    

4. Ruang Panitera 1 1    

5. Ruang Sekretaris 1 1    

6. Ruang Wakil Panitera - -    

7. Ruang Kepala Bagian - -    

8. Ruang Panitera Muda 3 3    

9. Ruang Kepala Sub Bagian 3 3    

10. Ruang Panitera Pengganti 1 1    

11. Ruang Jurusita 1 1    

12. Ruang Sidang 3 3    

13. Ruang Mediasi/Diversi 1 1    

14. Ruang Rapat 1 1    

15. 
Ruang Tunggu Pengunjung/R. 
Tamu Terbuka 

2 2    

16. 
Ruang Tunggu 
Pengacara/Pos Bakum 

1 1    

17. Ruang Tunggu Jaksa 1 1    

18. Ruang Tunggu Ramah Anak 2 2    

19. Ruang Laktasi/Perawat 1 1    

20. Ruang Perpustakaan 1 1    

21. Ruang Tahanan 2 2    

22. Ruang Arsip Perkara 2 2    

23. Ruang Barang Bukti 1 1    

24. Ruang Gudang 2 2    

25. Ruang Server 1 1    

26. Musholla 1 1    

27. 
Meja Informasi/Pelayanan 
Terpadu 

1 1    

28. Toilet Pegawai 5 5    

29. Toilet Pengunjung 4 4    

30. Toilet Difabel 1 1    

 

       Tabel 4.4  Tabel Sarana Gedung Kantor 
 

 

• Sarana Peralatan dan Fasilitas Kantor 

No 
Sarana / Prasarana Fasilitas 

Kantor 
Jumlah 

Kondisi 
Ket 

Baik RR RB 

1. Komputer PC 40 30 - 10  

2. Laptop 37 30 - 7  

3. Infokus 2 2 - -  
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No 
Sarana / Prasarana Fasilitas 

Kantor 
Jumlah 

Kondisi 
Ket 

Baik RR RB 

4. PABX/Telepon 21 21 - -  

5. Mesin Ketik - - - -  

6. Mesin Fotocopy 1 1 - -  

7. Faximile - - -   

8. AC 38 22 - 16  

9. Televisi Monitor 7 7 - -  

10. Sound System 2 2 - -  

11. Scanner 4 3 - 1  

12. Mesin Absensi 1 1 - -  

13. Server 2 2 - -  

14. Router 1 1 - -  

15. Generator Set 1 1 - -  

16. CCTV 32 28  4  

17. Brangkas 1 1 - -  

18. Tabung APAR 7 7 - -  

19. Meja Kerja Kayu 37 25 - 12  

20. Kursi Kayu 3 3 - -  

21. Kursi panjang besi 157 116 - 41  

22. Printer 36 27 - 9  

23. Mesin pemotong Rumput 1 1 - -  

24. Audio Mixer 2 2 - -  

25. Camera Conference 2 2 - -  

26. Rak server 1 1 - -  

 

Tabel 4.5  Tabel Sarana/ Prasarana Fasilitas Kantor 
 

• Sarana Kendaraan Dinas 

No Uraian 
Tahun 

Perolehan 

Kondisi 
Ket 

Baik RR RB 

I Kendaraan Roda 4 

1.   Toyota New Reborn 
2020 

1    

2. Innova  New Reborn 
2021 

1    

3.   Toyota Innova E (Black) 
2014 

 1   

4. Toyota Innova E ( Blue) 
2014 

 1   

5. Toyota Luxury 
2014 

1    

II. Kendaraan Roda 2 

1. Honda GLP III 2002  1   

2. Honda GLP III 
2003 

 1   

3. Honda PGM F1- INF 125 
2007 

1    

4. Honda Mega Pro 
2009 

 1   
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No Uraian 
Tahun 

Perolehan 

Kondisi 
Ket 

Baik RR RB 

5. Honda Mega pro 1600 
2007 

  1  

 

Tabel 4.6  Tabel Sarana kendaraan Dinas 

 

2. Prasarana Rumah Dinas 

No Uraian Jumlah 
Kondisi 

Ket 

Baik RR RB 

1. Rumah Dinas Ketua 1  1   

2. Rumah Dinas Wakil Ketua 1  1   

3. Rumah Dinas Hakim 4  4   

4. Rumah Dinas Panitera 1  1   

5. Rumah Dinas Sekretaris 1  1   

 

Tabel 4.7  Tabel Prasarana Rumah dinas 

 

C. Pengelolaan Teknologi Informasi 

Untuk mendorong terwujudnya Badan Peradilan yang Agung, Pengadilan Negeri 

Donggala menepatkan pembenahan Teknologi Informasi (TI) sebagai salah satu 

prioritas perubahan, yang diharapkan dapat memiliki manajemen informasi yang 

menjamin keterbukaan informasi, akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi serta 

menjadi organisasi modern berbasis IT terpadu. sarana dan prasarana IT adalah 

sebagai berikut : 

1. Website Pengadilan Negeri Donggala. 

Website Pengadilan Negeri Donggala bisa di akses melalui link http://pn-

donggala.go.id dimana dalam website tersebut berisi informasi tentang 

layanan, jadwal sidang, dan status perkara melalui sistem informasi 

seperti SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) dan e-Court, mencakup 

pendaftaran online, pembayaran, dan pengiriman dokumen, serta informasi 

tugas pokok, fungsi, struktur organisasi, dan berita seputar kegiatan 

pengadilan. Pengguna dapat mencari data perkara perdata dan pidana, 

melihat jadwal sidang, hingga mengajukan permohonan online. 

 

 

 

 

 

 

http://pn-donggala.go.id/
http://pn-donggala.go.id/
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Gambar  4.1  Website Pengadilan Negeri Donggala 

 

2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 

aplikasi berbasis website untuk mengupload perkara yang menempuh upaya 

hukum baik banding, kasasi maupun pk dan perkara tingkat pertama yang telah 

berkekuatan hukum tetap. 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

Gambar  4.2  Direktori Putusan Pengadilan Negeri Donggala 

 

 

3. Komunikasi Data Nasional (KOMDANAS) 

Aplikasi ini digunakan untuk laporan pada bagian Kepegawaian, Organisasi 

dan Tata laksana, laporan realisasi anggaran pada bagian Umum dan 
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Keuangan serta laporan perencanaan pada bagian Perencanaan, teknologi 

Informasi dan Pelaporan pada Pengadilan Negeri Donggala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 Gambar  4.3  Aplikasi KOMDANAS  Pengadilan Negeri Donggala 

 

4. Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) 

Aplikasi yang digunakan untuk update data pegawai pada Pengadilan Negeri 

Donggala. Untuk saat ini aplikasi tersebut mulai diterapkan untuk Kenaikan 

Pangkat Otomatis (KPO) yang nantinya proses kenaikan pangkan akan 

menggunakan sistem paperless atau tanpa hardcopy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  4.4  Aplikasi SIKEP Pengadilan Negeri Donggala 

5. E-Berpadu (Elektronik Berkas Pidana Terpadu) 

Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu) adalah Integrasi Berkas Pidana 

antar Penegak Hukum untuk Layanan Permohonan Izin Penggeledahan, Izin 

Penyitaan, Perpanjangan Penahanan, Penangguhan Penahanan, Pelimpahan 

Berkas Pidana Elektronik, Permohonan Penetapan Diversi, Izin Besuk 
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Tahanan Online oleh Masyarakat tanpa harus datang ke Pengadilan. Aplikasi 

e-Berpadu hadir untuk mewujudkan digitalisasi Administrasi Perkara Pidana 

dan memangkas prosedur panjang birokrasi sehingga tercipta efektivitas dan 

efisiensi layanan perkara pidana yang diharapkan dapat meningkatkan 

pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  4.5  Aplikasi E- Berpadu  Pengadilan Negeri Donggala 

 

C.1 Implementasi E-Court 

Dengan lajunya perkembangan teknologi dimasa kini dimana pada akhirnya 

menuntut badan peradilan terutama Pengadilan Negeri Donggala untuk 

menggunakan teknologi informasi dalam pelaksanaan tupoksinya. Proses 

administrasi yang sebelumnya dilakukan secara manual dimana kekurangannya 

yaitu memakan waktu yang lama dan biaya yang lebih tinggi, maka dengan 

adanya implementasi teknologi informasi dalam proses administrasi tersebut 

maka akan mempercepat, mempermudah dan biaya yang murah dalam 

pengadministrasi perkara. Untuk mengimplementasikan hal tersebut, Ketua 

Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 3 

Tahun 2018 tanggal 29 Maret 2019 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan 

Secara Elektronik, Mahkamah Agung telah meluncurkan aplikasi pengadilan 

elektronik (e-court) berbasis online.  
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Gambar  4.5  Pojok e-Court Pengadilan Negeri Donggala 

 

Aplikasi e-Court, adalah merupakan aplikasi yang memberikan fasilitas 

pelaksanaan pendaftaran perkara perdata (e-filing), pembayaran panjar biaya 

perkara (e-payment) dan pemanggilan sidang secara elektronik (e-summon) yang 

lebih mempermudah serta menghemat biaya bagi pihak yang berperkara dan 

merupakan aplikasi persidangan secara elektronik (e-litigation) yang mengacu 

pada Perma Nomor 1 tahun 2019, yang mendukung dalam hal persidangan secara 

elektronik (online) sehingga dapat dilakukan pengiriman dokumen persidangan 

seperti Replik, Duplik, Jawaban, kesimpulan dan putusan secara elektronik. 

Dalam hal pendaftaran perkara online, saat ini dikhususkan untuk advokat. 

 

C.2  Implementasi SIPP (Sistem Implementasi Penelusuran Perkara) 

Salah satu layanan informasi di pengadilan adalah adanya publikasi perkara 

baik itu perkara yang sedang berjalan, yang belum memiliki kekuatan hukum 

tetap maupun putusan perkara. Untuk publikasi putusan perkara sendiri, 

Mahkamah Agung telah mengeluarkan maklumat One Day Publish. "One Day 

Publish” adalah maklumat pelayanan Mahkamah Agung RI dan seluruh badan 

peradilan yang ada dibawahnya kepada publik untuk mempublish informasi 

perkara pada hari yang sama dengan perkara tersebut diputus. Program One 
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Day Publish adalah program Mahkamah Agung yang harus dijalankan oleh 

Pengadilan Negeri Donggala. Namun tak bisa dipungkiri bahwa dalam 

pelaksanaannya masih ada keterlambatan dalam penerapannya. Selama tahun 

2025 Pengadilan Negeri Donggala telah mempublish perkara melalui website 

http://sipp.pn-donggala.go.id. 

Sistem Informasi penelusuran Perkara (SIPP) atau Case Tracking System 

(CTS) adalah aplikasi berbasis web yang diperuntukkan bagi Pengadilan Negeri 

dalam administrasi dan penelusuran terhadap data perkara. Sampai dengan 

akhir tahun 2025, aplikasi SIPP telah menjadi bagian dari proses penanganan 

perkara di Pengadilan Negeri Donggala dan merupakan kewajiban dan 

keharusan bagi setiap unsur yang terlibat di dalamnya untuk melakukan 

penginputan dalam setiap proses penyelesaian perkara. Dalam penerapan 

SIPP di Pengadilan Negeri Donggala masih memiliki beberapa kelemahan yang 

berakibat kurang disiplinnya penginputan pada aplikasi SIPP. Hal ini disebabkan 

karena banyaknya jumlah persidangan yang dilakukan oleh beberapa 

pengguna (Panitera Pengganti dan Hakim), sehingga terkadang mengalami 

keterlambatan dalam proses pengisian data perkara dalam aplikasi SIPP 

tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  4.6  Tampilan SIPP Pengadilan Negeri Donggala 

 

Dengan diluncurkannya aplikasi Monitoring Implementasi SIPP (MIS) oleh Dirjen 

Badan Peradilan Umum, sangat membantu pimpinan pengadilan untuk 

mengontrol proses penginputan data perkara ke dalam aplikasi SIPP, sehingga 

http://sipp.pn-donggala.go.id/
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dapat memastikan tingkat kepatuhan pengisian data SIPP yang terdiri dari 

validitas, akurasi dan ketepatan waktu pengisian data SIPP dapat dilaksanakan 

dengan benar oleh tiap-tiap unsur yang terlibat di dalamnya. Proses sinkronisasi 

data SIPP ke data base Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung R.I dilaksanakan 

oleh admin SIPP dalam hal ini adalah fungsional Pranata Komputer. Sinkronisasi 

dilakukan setiap harinya. Hal ini dilakukan agar data yang ada pada lokal 

Pengadilan Negeri Donggala sama dengan data yang ada pada Pengadilan Tinggi 

Sulawesi Tengah dan Mahkamah Agung R.I sehingga publik yang mengakses 

data perkara tersebut dapat mendapatkan data yang terupdate dan tidak berbeda. 
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BAB V 

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK 

 

A. INDEKS KEPUASAN PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN 

Survei kepuasan masyarakat adalah sebuah cara untuk mengukur secara baik, 

obyektif dan mampu dipertanggungjawabkan secara ilmiah tentang tingkat 

kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilakukan oleh instansi 

pemerintah terutama kantor Pengadilan Negeri Donggala. Survei ini akan 

menghasilkan Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan (IKM). 

Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan (IKM) adalah pengukuran 

kuantitatif hasil survei untuk menilai seberapa puas masyarakat terhadap kualitas 

pelayanan pengadilan, berdasarkan harapan dan kebutuhan mereka, dengan 

tujuan mendorong peningkatan kinerja dan transparansi pelayanan publik 

peradilan, diukur melalui berbagai aspek seperti persyaratan, prosedur, waktu, 

dan biaya, serta penanganan pengaduan. Hasilnya berupa nilai numerik (skala 

100 atau 1-4) yang dikategorikan menjadi Sangat Baik, Baik, Kurang Baik, atau 

Tidak Baik, seperti yang diatur dalam pedoman dari Mahkamah Agung dan 

KemenPAN-RB. 

IKM inilah yang kemudian harus diukur dan dijadikan dasar perbaikan pelayanan 

publik. IKM ini harus diukur secara periodik sekali 3 bulan agar dapat dilakukan 

tindakan evaluasi dan perbaikan dalam hal pelayanan Pengadilan. Hal ini telah 

menggariskan kebijakan untuk melakukan survei kepuasan masyarakat sekali 3 

bulan yaitu pada setiap akhir Triwulan I Bulan Januari sampai ii dengan Maret, 

Triwulan II Bulan April sampai dengan Juni, Triwulan III Bulan Juli sampai 

September dan Triwulan IV Bulan Oktober sampai dengan Desember. Selain itu 

dalam pelaksanaan survei ini diharapkan dapat dilakukan dengan cara dan 

kaedah ilmiah yang baik agar hasil survei nantinya dapat bermanfaat untuk 

peningkatan kualitas Pelayanan Publik pada Pengadilan Negeri Donggala. 

a. Tujuan Utama IKM : 

1. Mengukur Kinerja : menilai objektivitas kinerja pelayanan pengadilan 

secara berkelanjutan. 

2. Mendorong peningkatan : memotivasi penyelenggara pelayanan untuk 

terus meningkatkan kualitas layanan. 

3. Meningkatkan Partisipasi : Mendorong maasyarakat untuk berpastisipasi 

dalam menilai kinerja pengadilan. 

4. Transparansi dan Akuntabilitas : meneydiakan data kepuasan sebagai 

wujud akuntabilitas. 
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b. Tahapan yang dilakukan dalam melakukan survey ini adalah : 

1. Tim survei menentukan metode survei yaitu dengan menggunakan metode 

kuantitatif.  

2. Tim survei membuat kuesioner.  

3. Tim survei mencetak dan menggandakan kuesioner.  

4. Tim survei membagikan lembar kuesioner di lingkungan Pengadilan Negeri 

Pandeglang, dalam acara yang melibatkan masyarakat yaitu 

Penyumpahan Advokat dan tamu yang hadir setiap hari di kantor 

Pengadilan Negeri Pandeglang.  

5. Kuesioner yang telah diisi dikumpulkan oleh Tim survei. 

6. Tim survei memeriksa kuesioner, jika ditemukan kuesioner yang rusak dan 

tidak terisi lengkap, maka kuesioner tersebut tidak diikutkan dalam analisis 

data.  

7. Tim survei merekap jawaban kuesioner.  

8. Tim Survei menyajikan hasil analisa data. 

c. Aspek Pengukuran IKM 

Survei dan Penyusunan Kepuasan Masyarakat ini mengacu pada Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 

Tahun 2017 ten tang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit 

Penyelenggara Pelayanan Publik. Adapun unsur yang dijadikan sebagai acuan 

pengukuran indeks kepuasan masyarakat dalam Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 14 Tahun 2017 

meliputi:  

• Persyaratan  

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu 

jenis pelayanan, Sangat Baik persyaratan teknis maupun administratif. 

• Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Prosedur  

adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima 

pelayanan, termasuk pengaduan. 

• Waktu Penyelesaian  

Waktu penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk 

menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. 

• Biaya/tarif  

Biaya/tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam 

mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang 

besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan 

masyarakat.  
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• Produk Spesifikasi jenis pelayanan Produk spesifikasi jenis pelayanan 

adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan 

ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil 

dari setiap spesifikasi jenis pelayanan. 

• Kompetensi Pelaksana  

Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh 

pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman. 

• Perilaku Pelaksana  

Perilaku pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan  

• Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan  

Penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah tata cara pelaksana 

penanganan pengaduan dan tindak lanjut. 

• Sarana dan Prasarana  

• Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam 

mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang 

merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, 

pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak 

(komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak 

(gedung). 

d. Teknik Analisis Data 

Pengolahan data survei kepuasan masyarakat terhadap layanan Pengadilan 

menggunakan analisis statistik deskriptif. Keempat belas aspek tersebut 

kemudian disusun kedalam kuesioner dengan 9 item pertanyaan dengan 

empat pilihan jawaban, dengan skor 1 sampai dengan 4.  

 

No Mutu Pelayanan 
Norma Skor 

Skala 100 Skala 1-4 

1. A (Sangat Baik) 88,31 - 100 3,53 – 4,00 

2. B (Baik) 76,61 – 88,30 3,06 – 3,53 

3. C (Kurang Sangat Baik) 65,00 – 76,60 2,60 – 3,06 

4. D (Tidak sangat baik) 25,00 – 64,99 1, 00 – 2,59 

 

Tabel 5.1 Kategori Mutu Pelayanan 

 

Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan (IKM) pada Kantor Pengadilan 

Negeri Donggala selama dati Triwulan 1 sampai dengan Triwulan 4 pada tahun 

2025 adalah sebagai berikut : 
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 Gambar 5.1 Indeks Kepuasan Masyarakat Triwulan I Tahun 2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.2  Indeks Kepuasan Masyarakat Triwulan II Tahun 2025 
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Gambar 5.3  Indeks Kepuasan Masyarakat Triwulan III Tahun 2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.4  Indeks Kepuasan Masyarakat Triwulan IV Tahun 2025 
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B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) 

Pelayan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah pelayanan secara  terintegrasi dalam 

satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian 

produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu. Dalam tahap penyelesaian 

produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu tujuannya adalah  untuk 

mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai 

dengan standar yang telah ditetapkan dan memberikan pelayanan yang prima, 

akuntabel, dan anti korupsi, kolusi, nepotisme. Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(PTSP) sudah dilaksanakan di Pengadilan Negeri Donggala, seluruh pelayanan 

publik dilakukan pada area PTSP Pengadilan Negeri Donggala, dimana terdapat 

beberapa meja pelayanan yatiu sebagai berikut : 

a. Meja Pelayanan Umum 

Meja pelayanan umum melayani segala pelayanan publik yang menjadi 

tupoksi Sub gaian Umum dan Keuangan. Pelayanan tersebut antara lain 

penerimaan surat – surat masuk. 

b. Meja Pelayanan Hukum, Informasi & Pengaduan 

Meja Pelayanan Hukum, Informasi & Pengaduan melayanai segala pelayanan 

publik yang menjadi tupoksi Kepaniteraan Hukum antara lain pembuatan surat 

keterangan, pendaftaran badan hukum, pendaftaran surat kuasa, informasi 

dan pengaduan. 

c. Meja Pelayanan Perdata 

Meja pelayanan perdata melayani segala pelayanan publik yang menjadi 

tupoksi Kepaniteraan Perdata. Pelayanan tersebut antara lain pendaftaran 

perkara perdata permohonan, gugatan, gugatan sederhana dan sebagainya. 

d. Meja Pelayanan Pidana 

Meja pelayanan pidana melayani segala pelayanan publik yang menjadi 

tupoksi Kepaniteraan Pidana, antara lain pendaftaran perkara pidana biasa, 

praperadilan dan sebagainya. 

e. Meja e-Court 

Untuk melayani segala pelayanan e-Court, mulai dari pendaftaran hingga 

persidangan secara online. Dengan tujuan untuk memudahkan para 

masayarakat pencari keadilan dalam melakukan pendaftaran perkara secara 

online. 

f. Meja Inzage 

Meja inzage adalah loket pelayanan di Pengadilan Negeri Donggala yang 

membantu pencari keadilan untuk mengajukan, memeriksa, dan mempelajari 

Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas (Inzage). 
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C. INOVASI PELAYANAN PUBLIK 

Dalam meningkatkan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat pencari 

keadilan dan pengguna layanan pengadilan, Pengadilan Negeri Donggala terus 

melakukan inovasi layanan baik dalam bentuk penyediaan aplikasi dan 

penyediaan sarana dan prasarana. Adapun inovasi pelayanan publik yang ada di 

Pengadilan Negeri Donggala adalah sebagai berikut : 

 

a. Aplikasi PAK SANDI 

Aplikasi PAK SANDI merupakan inovasi Pengadilan Negeri Donggala dalam 

memberikan akses dan kemudahan kepada para pencari keadilan di wilayah 

Kabupaten Donggala dan Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah untuk 

memperoleh informasi. Layanan aplikasi Sarana Informasi Digital atau yang 

diberi nama “PAK SANDI” merupakan pusat informasi layanan terpadu dan 

terintegrasi melalui perangkat    WhatsApp   yang   memudahkan  masyarakat 

Kabupaten Donggala dan Kabupaten Sigi mengakses kebutuhan informasi 

terhadap layanan pengadilan yang dibutuhkan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.5  Aplikasi PAK SANDI 

 

dalam aplikasi ini, masyarakat diberikan kemudahan untuk mengetahui 

beragam informasi layanan Pengadilan seperti infromasi jadwal persidangan, 

informasi status dan biaya perkara, informasi denda tilang, nformasi 

persyaratan pengajuan gugatan/permohonan/surat keterangan, serta infromasi 

lainnya yang dapat diakses melalui perangkat smartphone yang dimiliki. 
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b. Aplikasi BU SANTI 

Layanan aplikasi Sarana Konsultasi Digital atau yang diberi nama “BU SANTI” 

merupakan aplikasi digital yang memudahkan masyarakat Kabupaten 

Donggala dan Kabupaten Sigi berinteraksi dengan advokat Posbakum yang 

ada di Pengadilan Negeri Donggala. 

Dalam aplikasi ini, masyarakat dapat melakukan interaksi secara virtual melalui 

chat yang nantinya akan direspon oleh para Advokat yang betugas di Posbakum 

Pengadilan Negeri Donggala. Beragam layanan dapat diperoleh masyarakat 

dalam aplikasi BU SANTI, diantaranya layanan pemberian informasi, 

konsultasi, advis hukum, atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang 

dibutuhkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.6  Aplikasi BU SANTI 

 

c. Aplikasi BRODI (Brosur Audio ) 

Aplikasi Brodi atau Brosur Audio merupakan layanan informasi berbasis audio 

interaktif yang memudahkan masyarakat terutama kaum difabel dalam 

memahami prosedur serta persyaratan tiap layanan meja PTSP Pengadilan 

Negeri Donggala. 
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           Gambar 5.7  Aplikasi BRODI 

 

d. Aplikasi PETRA (Petikan Putusan Untuk Tuna Netra) 

Aplikasi PETRA (Petikan Putusan untuk Tuna Netra) adalah salah satu inovasi 

layanan publik di Pengadilan Negeri Donggala dimana masyarakat khususnya 

penyandang disabilitas tuna netra bisa mendapatkan produk hukum berupa 

petikan/salinan putusan dalam bentuk Media Audio Visual dan bisa tidak harus 

datang ke Pengadilan Negeri Donggala. 
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Gambar 5.7  Aplikasi PETRA 

 

e. Aplikasi Cuti Dong 

Aplikasi Cuti Dong merupakan aplikasi pengajuan cuti pegawai secara online 

untuk internal pegawai pada Kantor Pengadilan Negeri Donggala. Aplikasi 

pengajuan izin cuti ini bertujuan untuk dapat mempermudah para pegawai 

melakukan proses cuti serta mendapatkan informasi - informasi yang 

berhubungan dengan cuti. Aplikasi izin cuti ini berfungsi untuk mengelola data 

pegawai yang mengajukan cuti / ijin di waktu tertentu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.8  Aplikasi Cuti Dong 
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Gambar 5.9  Aplikasi Cuti Dong 
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BAB VI 

PENGAWASAN 

A. INTERNAL 

Dalam hal Pengawasan, Pengadilan Negeri Donggala berpedoman pada Keputusan 

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/080/SK/VIII/2006 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan. Di 

Pengadilan Negeri Donggala pelaksanaan pengawasan melekat telah dilakukan oleh 

Ketua Pengadilan Negeri Donggala, Panitera dan Sekretaris. Untuk Hakim-Hakim 

pelaksanaan pengawasan melekat ada pada Ketua Pengadilan Negeri Donggala, 

sedangkan pada pejabat Kepaniteraan , pejabat struktural maupun tenaga fungsional 

lainnya dilakukan oleh Panitera/Sekretaris. Untuk staf dilakukan oleh masing - 

masing pejabat kepaniteraan maupun pejabat strukturalnya. Sedangkan untuk 

Pengawas bidang telah ditunjuk Hakim Pengawas Bidang. 

Pengawasan rutin/reguler dilaksanakan dalam bentuk pemeriksaan yaitu dengan 

bentuk pengamatan dari dekat, dengan cara melakukan perbandingan antara 

sesuatu yang telah atau akan dilaksanakan dengan sesuatu yang seharusnya 

dilaksanakan menurut ketentuan peraturan yang berlaku. Pengawasan rutin ini 

dilakukan 1 (satu) kali dalam sebulan. Pengawasan dilaksanakan dengan maksud 

sebagai berikut : 

1. Agar dapat terselenggaranya manajemen peradilan dengan baik dan benar. 

2. Agar dapat terwujudnya tertib administrasi peradilan. 

3. Untuk menjaga pencapaian target yang telah ditetapkan sesuai dengan 

program kerja. 

4. Menjaga citra lembaga peradilan yang bermartabat dan terhormat. 

5. Menjaga citra aparat peradilan yang profesional, bersih, dan berwibawa. 

6. Meningkatkan kinerja pelayanan publik. 

7. Meningkatkan disiplin dan prestasi kerja guna pencapaian pelaksanaan tugas 

yang optimal. 

8. Meminimalisir penyalahgunaan wewenang. 

9. Mengeliminir kebocoran dan pemborosan keuangan Negara, dan segala 

bentuk pungutan liar. 

10. Untuk menopang kerangka manajemen peradilan yang baik. 

11. Untuk mengoperasionalkan salah satu fungsi Mahkamah Agung RI yaitu 

fungsi pengawasan. 

12. Terciptanya kondisi yang mendukung kelancaran, kecepatan dan ketepatan 

pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi peradilan. 
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13. Memberikan masukan berupa : data, fakta, pertimbangan, dan rekomendasi 

kepada atasan sebagai bahan untuk pengambilan keputusan. 

Selain mekanisme pengawasan internal terdapat pula mekanisme Pengaduan yang 

diajukan pada lembaga peradilan yang berasal dari berbagai sumber, antara lain: 

1. Pengaduan masyarakat, meliputi pengaduan pengaduan yang ditujukan terhadap 

Aparat Peradilan atau mutu pelayanan publik pengadilan. Pengaduan ini 

umumnya diajukan oleh para pencari keadilan, Pengacara, dan Lembaga 

Bantuan Hukum yang langsung diajukan kepada Mahkamah Agung atau 

Pengadilan Tingkat Pertama. Ada kalanya pengaduan tersebut disampaikan oleh 

masyarakat umum melalui Lembaga Swadaya Masyarakat, Dewan Perwakilan 

Rakyat, Presiden atau Wakil Presiden, Komisi Yudisial, Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara, Komisi Peberantasan Korupsi, Komisi Hukum Nasional, Komisi 

Ombudsman Nasional dan lain-lain. 

2. Pengaduan Internal, yaitu pengaduan yang ditujukan terhadap Aparat Peradilan 

dan diajukan oleh warga Pengadilan sendiri (termasuk keluarganya).  

3. Laporan Kedinasan yang merupakan laporan resmi dari Pimpinan Pengadilan 

mengenai Aparat Pengadilan yang dipimpinnya. 

4. Informasi yang diperoleh dari instansi lain, atau berita melalui media massa, atau 

dari isu-isu yang berkembang. 

 

B. EVALUASI 

Pada umumnya pengawasan di Pengadilan Negeri Donggala telah berjalan dengan 

baik, karena Pengawasan melekat telah berjalan dan dilaksanakan oleh pimpinan 

dan pejabat yang bertanggung jawab. Untuk Pengawasan oleh Hakim Pengawas 

Bidang telah berjalan dengan baik, karena Pengawas Bidang telah menjalankan 

tugasnya untuk memberikan pengawasan dan arahan- arahan, selanjutnya membuat 

laporan kepada Ketua Pengadilan Negeri Donggala setiap bulan sekali. 

Seluruh hasil temuan, pemeriksaan dan pengawasan yang telah dilakukan baik oleh 

internal Pengadilan Negeri Donggala maupun para tim pengawas dari Pengadilan 

Tinggi Sulawesi Tengah di lingkungan kepaniteraan maupun kesektariatan serta 

evaluasi atas penyelenggaraan manajemen peradilan, kinerja lembaga peradilan dan 

kualitas pelayanan publik, dituangkan dalam bentuk laporan tertulis atau berita acara 

pemeriksaan dengan susunan dan format yang sistematis, untuk selanjutnya 

terhadap temuan-temuan atau hasil pengawasan yang memerlukan tindak lanjut 

maka direkomendasikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Donggala atau para 

pejabat yang berkompeten untuk segera menindak lanjuti hasil temuan tersebut, 

sehingga pada tahun-tahun berikutnya dapat disusun program kerja secara cermat 
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dan tepat serta kendala-kendala yang ada dapat segera diantisipasi dan diselesaikan 

sehingga tidak muncul lagi pada pelaksanaan tugas tahun anggaran berikutnya. 
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BAB VII 

PENUTUP 

 

C. KESIMPULAN 

Pada umumnya pelaksanaan tugas pada Pengadilan Negeri Donggala telah 

berjalan dengan sangat baik. Dari laporan pelaksanaan kegiatan tahun 2024 yang 

telah kami susun ini, dapat disimpulkan sebagai berikut : 

a. Pengelolaan administrasi perkara dan administrasi umum Pengadilan Negeri 

Donggala telah dijalankan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang - 

undangan dan standard operating procedure (SOP) berlaku dan SOP yang 

telah ditetapkan, serta terus berupaya untuk  meningkatkan pelayanan publik 

dengan tetap berpegang teguh pada prinsip tranparansi dan akuntabilitas 

publik. 

b. Dalam hal penyelesaian perkara pada tahun 2025, Pengadilan Negeri 

Donggala telah menyelesaikan sebagai berikut : 

▪ Pidana 

Jumlah perkara Pidana yang ditangani selama tahun 2025 sebanyak 617 

perkara yang terdiri dari perkara Pidana Biasa, Pidana Singkat, Pidana 

Cepat, Pidana Lalu Lintas, Pidana Anak dan Pidana Pra Peradilan serta 

meliputi sisa perkara pada tahun 2024 sebanyak 62 perkara. Dan jumlah 

perkara Pidana yang diputus selama tahun 2025 yaitu sebanyak 617 

perkara atau sebesar 100 %. 

▪ Perdata 

Jumlah perkara Perdata yang ditangani selama tahun 2025 sebanyak 95 

perkara yang terdiri dari perkara Perdata Gugatan, Gugatan Sederhana 

dan Permohonan serta meliputi sisa perkara pada tahun 2024 sebanyak 

15 perkara. Dan jumlah perkara Perdata yang diputus selama tahun 2025 

yaitu sebanyak 93 perkara atau sebesar 97,89%. 

c. Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) pada Pengadilan Negeri Donggala 

sampai dengan akhir tahun 2025 adalah 44 orang yang terdiri dari 12 orang 

Hakim Karir termasuk Ketua dan Wakil Ketua , 1 orang Panitera, 1 orang 

Sekretaris, 3 orang Panitera Muda, 3 orang Kasubag, 3 orang Panitera 

Pengganti, 2 orang Jurusita, 1 orang Fungsional Pranata Keuangan APBN 

Mahir, 1 orang Fungsional Pranata Komputer, 1 orang Fungsional Arsiparis, 4 

orang staff, 3 Orang CPNS  dan 9 orang tenaga PPPK. Dari data tersebut 

masih terdapat kekurangan tenaga fungsional peradilan yaitu Panitera 

Pengganti. 
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d. Pengelolaan dan peningkatan kualitas SDM Pengadilan Negeri Donggala 

masih perlu terus ditingkatkan dengan mendata dan mengusulkan Hakim, 

Pejabat Struktural maupun Pegawai untuk mengikuti berbagai macam Diklat 

dan pelatihan untuk meningkatkan profesionalisme kerja. 

e. Masih kurangnya kemampuan staf dan tenaga fungsional pada Pengadilan 

Negeri Donggala sehingga banyak yang rangkap jabatan/pekerjaan. 

f. Pengelolaan Keuangan Pengadilan Negeri Donggala telah dijalankan dengan 

baik sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada, dimana penyerapan 

anggaran untuk DIPA 01 mencapai 99,48 % dan DIPA 03 mencapai 99,90 %. 

g. Sarana dan prasarana pada Pengadilan Negeri Donggala pada umumnya 

sudah terpenuhi meskipun sudah terdapat beberapa sarana dan prasarana 

yang perlu dilakukan peghapusan dan pengadaan kembali karena kondisinya 

yang sudah tidak layak lagi untuk digunakan. 

h. Pelaksaan Teknologi Informasi yaitu implementasi e-court dan implementasi 

SIPP telah dilaksanakan pada Pengadilan Negeri Donggala. 

i. Pelaksanaan pengawasan internal dilaksanakan sekali dalam sebulan, dan 

hasil dari evaluasi tersebut kemudian disampaikan pada rapat bulanan. 

Evaluasi tersebut mencakup hal-hal apa saja dalam temuan yang telah 

ditindaklanjuti dan permasalahan yang dihadapi apabila terdapat hasil temuan 

pengawasan yang belum ditindaklanjuti. 

 

D. REKOMENDASI 

Beberapa hal yang menjadi rekomendasi Pengadilan Negeri Donggala yaitu 

sebagai berikut : 

a. Agar Visi dan Misi  serta Tupoksi Pengadilan Negeri Donggala dapat 

terwujud dengan baik maka diharapkan agar semua jajaran Hakim, Pegawai 

dan Staf Pengadilan Negeri Donggala dapat saling bekerja sama dengan 

baik untuk mencapai tujuan bersama dalam melaksanakan tugasnya 

sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman dan sebagai Aparat Penegak 

Hukum di Indonesia. 

b. Untuk tercapainya pelaksanaan tugas secara baik diperlukan tenaga yang 

terampil di bidangnya, karena itu program peningkatan Sumber Daya 

Manusia berupa pendidikan dan latihan serta diklat-diklat untuk tenaga 

struktural dan fungsional serta staf, perlu terus diadakan dan dikembangkan 

sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan organisasi. 



 
 

 66 
 

c. Perlunya penggantian dan penambahan sarana dan prasarana fasilitas 

kantor, karena dari beberapa fasilitas kantor yang ada pada saat ini 

kondisinya sudah tidak layak lagi untuk digunakan. 

 

 

 


